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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN 

JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI ONLINE 

(Studi di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan) 

 

Dinda Natasya 

 

 Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang pesat lantas akan 

membawa dampak terhadap semua bidang kehidupan, khususnya dalam bidang 

bisnis dan perdagangan, tak terkecuali pada kejahatan jual beli organ tubuh yang 

juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Adanya berbagai kejahatan jual 

beli organ tubuh, seperti pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia 

untuk diperjual belikan baik melalui media sosial ataupun website ini sangat patut 

untuk diwaspadai.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya 

kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online,mengetahui penerapan 

sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online, untuk 

mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan proses hukum jual beli organ 

tubuh manusia melalui online. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat 

deskriptif, dengan menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data 

primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses terjadinya kejahatan jual beli 

organ tubuh manusia melalui online dengan cara pelaku melakukan 

promosi/mengiklankan organ tubuh dengan perekrutan pendonor melalui website 

atau sosial media (facebook, twitter, dll),lalu pelaku mengumpulkan dan 

menampung  korban disuatu tempat tersembunyi, korban dibawa berangkat ke 

luar negeri melalui jalur fast track, korban diobservasi, bertemu dengan penerima 

organ tubuh, setelah dibuat kesepakatan, korban dipulangkan melalui jalur darat 

membawa komisi dengan menjual organ tubuhnya. Penerapan sanksi pidana 

kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online diatur didalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 192 tentang kesehatan, tetapi belum adanya 

aturan khusus mengenai sanksi berkaitan dengan perdagangan jual beli organ 

tubuh yang menawarkan secara online, KUHP dan Undang- Undang informasi 

dan Transaksi elektronik  belum dapat dikesinambungkan dengan larangan 

perbuatan menawarkan organ melalui online, hal ini dikarenakan pasal tersebut 

tidak mengatur tentang iklan atau jual beli di media sosial. Hambatan dalam 

proses hukum jual beli organ tubuh manusia diakibatkan karena jaringan kriminal 

yang semakin berkembang, kualitas dan kuantitas kepolisian kurang memadai, 

permintaan pasar terus meningkat, korban yang tidak ingin kasusnya disidik, 

rendahnya kesadaran masyarakat,korban, dan aparatur pemerintah tentang bahaya 

jual beli organ tubuh manusia melalui online. Upaya penanggulangannya dapat 

dilakukan dengan upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. 

 

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Jual Beli Organ Tubuh Manusia, Online. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara hukum dimana semua harus berlandaskan kepada 

aturan hukum dan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Aturan hukum 

merupakan sebuah struktur konkrit yang memberi bentuk untuk tujuan-tujuan 

yang mengajak manusia untuk bertindak. Ada berbagai permasalahan yang 

membuat ancaman bagi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia saat ini, salah 

satunya ialah kejahatan jual beli organ tubuh melalui online yang mana secara 

melawan aturan hukum serta dilakukan pada oknum yang tidak bertanggung 

jawab. Permasalahan ini dianggap serius mengingat organ tubuh manusia 

bukanlah barang yang bisa diperdagangkan secara luas sebab mampu mengancam 

kehidupan orang yang telah diambil organ tubuhnya.1 

Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan yang pesat lantas akan 

membawa dampak terhadap semua bidang kehidupan, khususnya dalam bidang 

bisnis dan perdagangan, melalui media elektronik atau situs website bisa dengan 

mudah memperoleh pelayanan secara praktis, mudah dan cepat, tak terkecuali 

pada kejahatan jual beli organ tubuh yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi 

tersebut. Dengan adanya berbagai tindak kejahatan jual beli organ tubuh, seperti 

pengiklan yang mengiklankan organ tubuh manusia untuk diperjual belikan baik 

melalui media sosial ataupun website ini sangat patut untuk diwaspadai. Melalui

 
1 Ruslan Abdul Gani. 2016. Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di 

Indoensia. Fenomena, Volume 8 Nomor 2, halaman 3. 
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 website maupun platform iklan yang diunggah dimedia sosial tersebut tentu 

sudah mengundang beberapa orang untuk besedia menjual atau membeli hanya 

karena tergiur dengan harganya serta sudah pasti dapat meningkatkan angka 

kejahatan saat ini.2 

Dimana pada dasarnya aplikasi atau sosial media ditujukan sebagai alat 

aktivitas berbasis teknologi internet, tetapi saat ini tidak lagi menjadi hal yang 

baru pada kalangan masyarakat informasi (information society). Sosial Media 

bahkan sudah dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 

untuk berbisnis online. Ditambah dengan banyaknya permintaan atas transplantasi 

menimbulkan keterbatasan pendonor sehingga semakin membuka ladang 

perdagangan organ tubuh secara ilegal secara praktis dengan memanfaatkan sosial 

media atau situs website sebagai lahan bisnis empuk untuk memperoleh 

keuntungan yang menggiurkan. Perdagangan organ tubuh manusia melalui alat 

atau aplikasi sosial media biasanya dapat diperoleh dari aplikasi Faceebook, Line, 

Twitter, atau bahkan situs website tertentu dengan akses terbatas. 

Sebuah tindakan yang dilakukan untuk memindahkan atau melakukan 

transplantasi bagian organ tubuh manusia dilakukan sebab ada tujuan tertentu 

dengan atas kehendak sendiri atau adanya paksaan pihak lain untuk melakukannya 

sehingga akan memperoleh keuntungan disebut dengan jual beli organ tubuh.3 Di 

Indonesia sendiri memperbolehkan dilakukan transplantasi organ tubuh untuk 

 
2 Hetty Hassanah. 2017. Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam 

Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  Jurnal Wawasan 

Yuridika, Volume 1 Nomor 2, halaman 41 

3 Ansella Rambu Mosa,dkk. 2015. Jual Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif 

Kejahatan Lintas Negara. Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Brawijaya, Malang, halaman 1 
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tujuan pemulihan dan penyembuhan kesehatan, tetapi harus sesuai operasional 

aturan hukum atau peraturan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi sering sekali 

akibat berat sebelahnya jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan jumlah 

pasien yang kemudian menyuburkan adanya praktek ilegal jual beli organ tubuh. 

Dalam kondisi seperti ini sudah pasti akan membuat bibit pergeseran nilai 

kemanusian ke komersil untuk memperoleh keuntungan dalam tindakan 

transplantasi salah satunya melalui transaksi jual beli organ tubuh manusia 

melalui online.4 

Di indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus jual beli organ tubuh 

manusia secara online diantaranya : Rafika Dewi (25), asal Kota Bumi, Lampung 

Utara, pemilik akun facebook fikasogadweariyanto nekad menjual ginjalnya demi 

membiayai perawatan anaknya yang saat ini menjalani rawat inap di RSUD dr 

Iskak, Tulungagung.5 

“Pada tanggal 10 januari 2023 di kota Makassar, bocah kelas 5 Sekolah 

Dasar ini diculik dan dibunuh oleh dua remaja, berinsial A (17 tahun) dan F (14 

tahun). Keduanya terdorong tawaran penjualan organ ginjal dengan harga tinggi 

di media sosial”.6 

Larangan tentaang kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui  tidak 

khusus diatur dillarang dan ditegasakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

 
4 Yesenia Amerelda Laki. 2015. Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia 

Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis, Volume Nomor 9. 
5 Antara Bengkulu, https://www.antaranews.com/berita/821422/seorangibu-jual-ginjal-

untukbiayapengobatananakdi tulungagungutmsourceantaranews.antaranews, diakses Kamis 24 

Agustus 2022, pukul 12.26 WIB. 
6 Muhammad Aidil, “Pendulikan Anak Di Makassar Untuk Dijual Ginjalnya, Mengapa 

Tawaran Jual Beli Organ Tubuh Manusia Masih Marak Media Sosial?”, ,   

https://.bbc.comindonesia/articlesmln4o, diakses pada Kamis 24 Agustus 2023, pukul 12.36 WIB 

https://www.antaranews.com/berita/821422/seorangibu-jual-ginjal-untukbiayapengobatananakdi%20tulungagungutmsourceantaranews.antaranews
https://www.antaranews.com/berita/821422/seorangibu-jual-ginjal-untukbiayapengobatananakdi%20tulungagungutmsourceantaranews.antaranews
https://.bbc.comindonesia/articlesmln4o
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Pidana ,tetapi ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan pada Pasal 64 dan Pasal 192 dengan tegas melarang dan akan 

memberikan pertanggungjawaban sanksi pidana bagi pelaku yang 

mengkormersilkan organ tubuh, dan dalam Pasal 192 menyebutkan hukuman 

penjara paling lama 10 tahun serta denda 1 Milyar rupiah bagi siapapun yang 

melakukan jual beli organ atau jaringan tubuh manusia. 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32, yaitu : 

 

 

 

 

 

Artinya :“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 

rasul-rasul Kami dengan (membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 

berbuat kerusakan dimuka bumi”. 

 

Dalam hukum Islam memandang bahwa organ tubuh manusia tidak akan 

bisa dipandang sebagai harta, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang yang 

dapat diperjual belikan dan tidak akan bisa dijadikan sebagai objek untuk 

perjanjian jual beli organ.7 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat 

melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun terkecuali dalam 

 
7 Sahid. 2016.“Epistimologi Hukum Pidana Islam”. Surabaya: Adea Pratama, halaman 12 
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tiga hal, contohnya membunuh orang yang kafir, orang yang berbuat perbuatan 

zina, orang yang dzalim dan syirik. Dan bagi siapa yang memelihara kehidupan 

seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah 

memelihara seluruh manusia. 

Berlangsungnya lintas perdagangan jual beli organ tubuh yang termasuk 

dalam kategori perdagangan orang semakin memprihatinkan, ditambahkan 

semakin banyaknya permintaan jual beli organ tubuh membuat transaksi jual beli 

organ tubuh manusia dipasar gelap kian marak hingga saat ini. Kejahatan ini 

bukan hanya dari oknum-oknum liar yang terlibat, tidak menutup kemungkinan 

juga ada keterlibatan pihak rumah sakit dan tenaga medis dalam transaksi 

tersebut.  

Kemanusiaan dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menyamarkan 

partisipasi oknum-oknum yang terlibat, nyawa manusia sekarang sudah semakain 

tidak harganya, sesama manusia berbondong-bondong melakukan apa saja untuk 

mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan imbasnya dikemudian hari. Serta 

kejahatan seperti ini akan berdampak negatif dan berakibat membelenggu hak-hak 

asasi manusia serta kemerdekaan diri korban, serta akan berlanjut pasti akan 

menghambat proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas dan berpendirian.8 

Maka dari itu sangat dibutuhkan sekali kebijakan penanganan serta 

penanggulangan oleh pemerintah dan aparatur hukum untuk dapat melindungi 

masyarakat dari maraknya kejahatan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia 

 
8 Ansella Rambu Mosa,dkk, Op.Cit., halaman 27. 
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melalui online ini. Serta perlu untuk menelaaah lebih terperinci mengenai 

hambatan yang membuat kejahatan seperti itu kian marak terjadi agar tidak 

menambah korban ataupun pelaku kejahatan tindak pidana jual beli organ 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut 

dengan mengkangkat judul: “Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan 

Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Studi Di 

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan). 

1. Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana terjadinya proses kejahatan jual beli organ tubuh manusia 

melalui online? 

b. Bagaimana penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh 

manusia melalui online? 

c. Bagaimana hambatan dan penanggulangan proses hukum dalam jual beli 

organ tubuh manusia melalui online? 

2. Faedah Penelitian 

Faedah atau manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

di dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait masalah kebijakan 
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pidana dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia 

melalui online. 

b. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masayarakat agar lebih mengetahui 

tentang kebijkan pidana dalam penanggulangan kejahatan jual beli organ 

tubuh manusia melalui online. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan , maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui terjadinya proses kejahatan jual beli organ tubuh 

manusia melalui online 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ 

tubuh manusia melalui online. 

3. Untuk mengetahui hambatan dan penanggulangan proses hukum dalam 

jual beli organ tubuh manusia melalui online. 

C. Defenisi Operasional 

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang 

mendeskripsikan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus 

yang diteliti.9 Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui Online (Studi 

Di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan)”, maka dapat dijelaskan defenisi 

operasional penelitian ini yaitu : 

 
9 Ida hanifah, dkk. 2018. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”. Medan: Pustaka 

Prima, halaman 17. 
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1. Kebijakan pidana dapat disebut sebagai politik hukum pidana yang dimana 

dapat diartikan sebagai daya upaya rasional dalam menanggulangi suatu 

kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana, serta dapat ditinjau 

dari sudut politik hukum dan hukum kriminal.10 

Kebijakan pidana merupakan suatu prinsip umum yang berfungsi sebagai 

upaya mengarahkan pemerintah atau dalam arti luas pula melingkupi aparat 

penegak hukum dalam mengatur, mengelola, memperbaiki serta 

menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat publik, masalah-masalah 

masyarakat atau pada bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-

undangan dan upaya pengaplikasian atau mengalokasikan hukum atau 

peraturan untuk tujuan umum sebagai upaya yang mengarah kepada 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masayarakat (warga negara). 

2. Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, atau upaya 

yang dilaksanakan untuk mencegah, mengahadapi, mengendalikan, 

menuntaskan atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan 

kata lain upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara 

preventif dan refresif.11 

3. Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat, dan 

masyarakat beranggapan bahwa kejahtan itu merupakan perbuatan yang 

 
10 John Kenedi. 2017. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem 

Penegakan Hukum Di Indonesia”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 59. 
11 Kamus Sabda “Penanggulangan” https://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan, 

diakses Senin 28 Agustus 2023, pukul 14.22 WIB. 

https://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan
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sangat tidak layak untuk diperbuat oleh siapapun. Sebab barang siapa yang 

melakukan kejahatan maka secara otomatis pasti harus menerima 

konsekuensi perbuatan yang dilakukan dan akan dikucilkan oleh lingkungan 

masyarakat. 12 

4. Jual beli organ tubuh manusia adalah tindakan untuk memindahkan atau 

mentransplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena 

kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh 

keuntungan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

mengatur larangan adanya memperjual-belikan organ tubuh manusia dengan 

alasan apapun. 

5. Online adalah sebuah situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server 

 yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, dan merupakan kegiatan 

yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai 

kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, 

mencari berita, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain.13 

D. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan studi literatur yang diperolah di perpustakaan, terdapat 

penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, tetapi pokok pembahasan 

permasalahan yang dianalisis, serta lokasinya ada perbedaan , sehingga penelitian 

masih orisinil (asli). Adapun penelitian ini yang hampir sama tersebut, antara lain: 

 
12 Tonggat. 2013. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Prespektif 

Pembaruan)”. Malang: UMM Press. halaman 105. 
13  Syamsul Asep, M. Romli. 2012. “Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media 

Online”. Bandung: Nuansa Cendikia. halaman 16. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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1. Penelitian Nella Elmata Lia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 

yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku 

Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet”, Tahun 

2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas-asas 

hukum mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-

aturan hukum yaitu undang-undang, perpustakaan atau dokumen-dokumen 

yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pada pelaku penanyangan 

penjualan organ gijal manusia melalui internet ditinjau dari aspek hukum 

pidana indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

dan Undang Undang. 

2. Penelitian Yesenia Amerelda, NIM: 110711411, mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Sam Ratulangi, yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan 

Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, tahun 

2016. Skripsi ini merupakan penelitian metode hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan undang-undang pendekatan konseptual. 

Membahas tentang Kebijakan pidana terhadap perdagangan organ tubuh 

manusia sesuai ketentuan hukum posistif Indonesia. 

Dari kedua poin penelitian terdahulu tersebut di atas, terdapat perbedaan 

permasalahan yang akan dibahas karena penulis mengangkat permasalahan 

hukum tentang Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Jual beli Organ Tubuh 

Manusia Melalui Online dimana menyertakan lokasi penelitian dan adanya 
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perbedaan urgensi penelitian yang akan dihasilkan pada penelitian dan tentunya 

memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga dikatakan 

murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang 

berlaku maupun doktrin-doktrin yang yang ada sehingga penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah (rasional, empiris dan 

sistematis) agar dapat memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 

Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan 

pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis 

empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan.15 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian 

deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi 

pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.16 

Suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat memberikan data seteliti mungkin 

 
14 Sugiono. 2015. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R &D”. Bandung: CV. 

Alfabeta. halaman 2. 
15 Ibid, halaman 4 
16 Ida Hanifah, dkk. 2018. Op.Cit., halaman 19. 
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tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dan bertujuan untuk 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori 

hukum yang menjadi objek penelitian. 

3. Sumber Data  

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat  diperoleh, sumber 

data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian analisis 

kepustakaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Mengenai hal terkait dan 

juga dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan  hasil olahan orang lain 

yang sudah tersedia, buku-buku dan dokumentasi yang biasanya disediakan dari 

berbagai sumber seperti perpustakaan maupun milik pribadi peneliti. Sumber data 

yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu : 

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam , yaitu Al-Qur’an pada Surah Al-

Maidah ayat (32) yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

berdasarkan tafsir Kementrian Agama sebagai berikut : 

“Oleh karena Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 

Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya 

telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) 

keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka 

sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan 

dimuka bumi”.    

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah melarang membunuh 

seseorang dalam bentuk hukum apapun terkecuali dalam tiga hal, diantaranya 
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membunuh orang yang kafir, orang yang berbuat perbuatan zina, orang yang 

dzalim dan syirik. Adapun sebaliknya bagi siapa yang memelihara kehidupan 

seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah 

memelihara seluruh manusia. 

Didalam Islam juga melarang adanya jual beli organ tubuh manusia, sebab 

jika mengambil atau memotong organ tubuh seorang yang telah mati untuk 

diperjualbelikan maka sama dengan memotong anggota tubuh semasa hidupnya, 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata: telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Muhammad bin Abdurrahman 

Al-Anshari, dia berkata: Amrah berkata kepadaku: "Berikanlah sedikit dari 

tanahmu sebagai tempat pemakamanku, karena saya mendengar Aisyah 

berkata: memecah tulang si mayit seperti halnya memecah tulang orang 

yang masih hidup. Muhammad berkata: pembantu tersebut adalah 

penduduk Madinah dia menceritakannya dari Aisyah dari Nabi shallallahu 

'alaihi wa sallam (HR Nabi Muhammad SAW)”. 

b. Data primer yaitu keterangan yang diperolah langsung dari sumber 

pertama langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak 

Kepolisian Resor Tapanuli Selatan. 

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokuemn atau 

studi kepustakaan lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti agar dapat memperkuat data primer. Data sekunder 

digolongkan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dalam 

penelitian ini dipergunakan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang -

Undang Nomor 35  Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari : sumber 

buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, disertasi hukum, tesis hukum, 

skripsi hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti: kamus hukum, bahan dari internet, ensiklopedia, 

Kamus Bahasa Indonesia untuk penjelasan istilah istilah yang sukar 

untuk dipahami. 

4. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk 

mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa: 
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a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode 

wawancara tertulis kepada narasumber langsung terkait dengan judul 

penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bapak 

Aiptu Budi Darmawan selaku Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan 

Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan guna menghimpun 

informasi yang diperlukan saat penelitian. 

b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 

1) Offline yaitu, menghimpun data studi kepustakaan secara langsung 

dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna 

menghimpun data sekunder dalam penelitian. 

2) Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan 

dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun 

data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian. 

5. Analisis Data  

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memperoleh jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data digolongkan menjadi dua 

bagian meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, tapi memberikan 

deskripsi dengan kata atas temuan-temuan, maka dari itu lebih mengutamakan 
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mutu dari data, bukan kuantitas.17 Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan 

secara kualitatif yaitu pemilihan teori-teori maupun pasal-pasal dalam undang-

undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. 

 

 

 
17 Salim Hs, Erlies Septiana Nurbaini. 2013. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi”. Jakarta: Raja Grafindo. halaman 18.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Pidana 

Istilah kebijakan berasal dari kata “policy” (Inggris) atau “politiek” 

(Belanda) yang diartikan sebagai suatu prinsip yang bersifat umum mempunyai 

fungsi untuk mengarahkan pemerintah serta aparat penegak hukum untuk 

mengatur, mengelola, mengantisipasi atau menyelesaikan urusan-urusan yang 

bersifat publik atau dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan 

serta mengalokasikan peraturan untuk suatu tujuan yang mengarah kepada upaya 

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengertian dari 

kebijakan pidana atau politik hukum pidana bisa dilihat dari politik hukum (penal 

policy) atau dari politik kriminal (criminal policy). 

Menurut Sudarto sebagaimana bahwa yang dimaksud dengan politik 

hukum adalah : 

1. Usaha dengan tujuan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang 

baik sesuai dengan keadaan pada suatu saat.  

2. Merupakan kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan hukum yang 

berwenang dalam menetapkan peraturan yang dikehendaki dan 

diperkirakan dapat dipergunakan sebagai mengekspresikan apa yang 

terkandung pada masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicita-

citakan.18

 
18 Sudarto. 2012. “Hukum Dan Hukum Pidana”. Jakarta: Rajawali Press. halaman 44-48. 
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Dengan adanya tantangan dan tuntutan masa modern saat ini pasti akan 

membuat aturan hukum mengalami modifikasi dan pembaharuan terus menerus. 

Dimana adanya modifikasi dan pembaharuan dilakukan agar dapat melahirkan 

dan membentuk hukum yang jauh lebih bermutu, sehingga kesejahteraan 

masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Pembaharuan 

hukum pidana dilatarbelakangi pada kebijakan penegakan hukum, dan merupakan 

pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan (policy oriented approach) 

sekaligus berorientasi pada nilai (value oriented approach). Maka dalam hal ini 

akan menimbulkan efek dimana pembaharuan hukum pidana (penal reform) 

merupakan bagian dari kebijakan poltik hukum pidana (penal policy).19 

Dalam membuat usaha dan kebijakan peraturan hukum pidana yang baik 

dan berkualitas tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan, oleh karena 

itu kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari 

politik kriminal. Jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik 

hukum pidana sangat identik dengan pengertian kebijkan penanggulangan 

kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan lewat 

pembentukan aturan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan sekumpulan 

terstuktur dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare).20 

Hukum dibuat dan diciptakan tentu memiliki sasaran yang dikehendaki 

segera tercapai. Tujuan utama dari hukum itu yaitu untuk dapat menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, tentram, aman, bersahaja, serta ada keseimbangan 

 
19 Barda Nawawi Arief. 2013. “Kebijakan Hukum Pidana”. Bandung: Citra Adya Bakti. 

halaman 32.  
20 Frans Maramis. 2016. “Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia”. Jakarta: 

Rajawali Press. halaman 7-8. 
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didalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pembaharuan hukum pidana pada 

hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap 

berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi adanya pembaharuan 

tersebut. 

Menanggulangi masalah tindak pidana, dapat sekiranya hukum pidana 

yang dipilih sebagai fasilitas untuk dapat mencapai suatu tujuan, maka kebijakan 

pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik 

kriminal. Kebijakan pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal, akibatnya 

wajar jika tujuan dari suatu kebijakan pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik 

kriminal. 

Dapat dikatakan bahwa politik kriminal (criminal policy) pada hakikatnya 

juga merupakan kelompok tersistematis dari politik social (social policy) yang 

merupakan suatu upaya atau kebijakan yang harus dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan sosial serta berorientasi untuk memenuhi setiap hak-hak 

masyarakat. Politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional agar 

dapat menanggulangi kejahatan, yang dilakukan oleh masyarakat dan negara 

selalu berusaha agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta 

mencakup ruang lingkup yang luas, oleh karena itu politik kriminal dikatakan 

sebagai usaha realistis masayarakat dalaam penanggulangan tindak pidana.21 

Dalam mengidentifikasi kejahatan dipergunakan kebijakan pidana atau 

kebijakan kriminal. Penerapan kebijakan pidana berarti menyelenggarakan 

pemilihan untuk mencapai hasil hukum pidana yang terbaik, dalam arti memenuhi 

 
21 Zaeni Ashyhadi, Arief Rahman. 2016. “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: PT.Raja 

Grafindo. halaman 116.  
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syarat keadilan dan efisiensi atau mengupayakan pelaksanaan ketentuan dan 

kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan keadaan dan situasi pada waktu 

tertentu dan untuk masa depan nantinya. 

Menurut Pompe dalam buku Faisal Riza, hukum pidana yaitu semua 

aturan hukum yang akan menentukan pada perbuatan-perbuatan apa yang 

dilakukan yang seharusnya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan apa bentuk pidana 

itu. Dalam pengertian ini, Pompe menekankan pada peraturan yang dapat 

dihukum dan jenis hukuman yang diperoleh dari perbuatan yang dilarang jika 

perbuatan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, agar dapat mengenal 

pebuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, maka dari itu 

harus dilihat didalam aturan hukum pidana.22 

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya anti kejahatan 

sesungguhnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan 

upaya menjamin kesejahteraan sosial.23 Dengan tujuan akhir dan utama dar 

kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai 

kesejateraan sosial. 

Kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana ,dalam 

hal ini kebijakan pidana (penal policy) ialah sebuah ilmu sekaligus seni yang 

dimana pada akhirnya akan mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik serta bertujuan untuk 

memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang, melainkan 

 
22 Faizal Riza. 2020. “Hukum Pidana Teori Dasar”. Depok: Rajawali Buana Pustaka. 

Halaman 2-3. 
23 Barda Nawawi, Op.Cit., halaman 22. 
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kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para 

penyelenggara.  

Masalah kebijakan pidana termasuk kedalam salah satu bidang yang 

seharusnya dapat menjadi pusat perhatian kriminologi, sebab kriminologi sebagai 

studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor pembawa timbulnya 

kejahatan dan penjahat. Amatan tentang kebijakan pidana (penal policy) yang 

termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, dan sangat erat berkaitan 

terhadap pembahasan hukum pidana nasional yang dimana merupakan salah satu 

persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia. 

Kebijakan pidana (penal policy) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan 

tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif). 

1. Tahap Formulasi (legislatif) adalah tahap penetapan atau perumusan 

hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap 

penegakan hukum oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini 

merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada 

tahap ini kekuasaan formulatif atau legislatif berwenang dalam hal 

menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang 

berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi 

perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau 

pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh 

pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan 
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dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan 

eksekusi. 

2. Tahap Aplikasi (yudikatif) adalah tahap penerapan hukum pidana oleh 

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke 

pengadilan. 

3. Tahap Administratif (eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. 

tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh 

aparat pelaksana atau eksekusi pidana.24 

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut, lalu 

secara otomatis akan berlanjut pada tahap aplikasi yang merupakan penerapan 

peraturan perundang-undangan pidana oleh hakim. Selanjutkan aturan yang 

diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Tahap formulasi 

atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan 

penting sebab pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan pidana itu 

sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tidak dapat disangkal lagi 

kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat 

penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk 

dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Sehingga tahap formulasi menjadi 

awal dari usaha dalam penanggulangan pencegahan kejahatan. Jika upaya awal 

tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan porsi perbuatan pidanya, maka akan 

berimbas pada tahap-tahap selanjutnya.  

 
24 Barda Nawawi Arief. Op.Cit., halaman 78-79. 
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 Kebijakan kriminal atau kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari 

sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel berpendapat bahwa setiap 

masyarakat yang terorganisir mempunyai sistem hukum yang mencakup peraturan 

pidana dan sanksi yang diterapkan, yaitu tahapan proses peradilan pidana dan 

sistem melakukan pelaksanaan kejahatan.25 

Menurut Muladi, politik hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu 

kegiatan yang mencakup proses penetapan tujuan dan cara pelaksanaannya. Oleh 

karena itu, proses yang bersangkutan merupakan suatu proses pengambilan 

keputusan atau seleksi dengan memilih diantara berbagai alternatif yang ada 

mengenai tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dalam konteks 

pengambilan keputusan dan pilihan, dengan berbagai kebijakan akan perlu 

dikembangkan untuk dapat mengatasi permasalahan pokok hukum pidana 

(perbuatan melawan hukum, tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana, dan 

tindakan pidana). Alternatif sanksi bervariasi baik perbuatan pidana (straf) 

maupun tindakan (maatregel).26 

Orientasi kebijakan politik dan hukum nasional yang dilandasi oleh 

keinginan untuk melakukan reformasi sistem politik dan hukum berdasarkan tiga 

prinsip dasar yang harus dihormati oleh seluruh warga negara yaitu: 

1. Supremasi hukum 

2. Kesetaraan di hadapan hukum 

 
25 T. Syubarsyah Sumadikara. 2010. “Penegakan Hukum (Pendekatan Politik Hukum & 

Politik Kriminal)”. Bandung: Kencana Utama. halaman 10. 
26 Muladi. 2006. “Politik Hukum Pidana Dasar Kriminalisasi Dekriminalisasi Serta 

Berbagai Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP”. Makalah yang dipresentasikan dalam Focus 

Grup Discussions yang diselenggrakan oleh ELSAM. Jakarta, 28 September 2006, halaman 1. 



24 

 

 

3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

hukum.27 

Dari ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak mewujudkan 

cita-cita negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Jika hukum dihormati dan 

ketertiban dipulihkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, kedamaian, 

kehidupan harmonis dapat tercapai. Maka dari itu politik hukum nasional harus 

selalu momfokuskan upaya untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan sifat-sifat hukum, struktur hukum dan budaya hukum.  

Murder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai suatu 

garis kebijakan yang bertujuan untuk mendefenisikan mengapa ketentuan hukum 

pidana yang ada harus direvisi atau diperbarui, apa yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kejahatan (tindak pidana), bagaimana penyidikan, 

penuntutan, peradilan, dan penegakan kejahatan (pidana) harus dilakukan.28 Oleh 

karena itu, kebijakan pidana dapat mencakup rentang kebijakan pada ranah hukum 

pidana materil, ranah hukum pidana formal, dan ranah penegakan hukum pidana. 

Kebijakan kriminal (penal policy) dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menjadikan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan 

situasi saat ini dan di masa yang akan datang. Menurut pengertian, ini mempunyai 

makna yang baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna.29 

 

 

 
27  Rocky Marbun. 2014. “Grand Desain Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana 

Indonesia Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. 

Jurnal Ilmu Hukum Pdjajaran, Vol 1 No.3 halaman 567. 
28 Ibid., halaman 570. 
29 John Kenedi. Op.Cit., halaman 61. 
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B. Penanggulangan Kejahatan 

Kejahatan adalah suatu tanda dan nama yang diberikan oleh orang untuk 

menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan buruk (jahat). Dengan perbuatan itu 

si pelaku memenuhi syarat sebagai penjahat. Adapun pemahaman ini berasal dari 

sifat atau nilai yang sangat relatif, sehingga tergantung bagaimana masyarakat 

menilainya. Jadi apa yang dianggap sebagai kejahatan terhadap seseorang, belum 

tentu juga dianggap sebagai kejahatan oleh pihak lain. Sebagai contoh, meskipun 

oleh semua kelompok sepakat bahwa sesuatu tersebut merupakan kejahatan, akan 

tetapi tingkat keparahan perilaku tetap akan menimbulkan perbedaan pendapat 

untuk dapat menilai perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan.30 

Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipidahkan dari kehidupan 

manusia. Suatu bentuk perilaku yang berkembang seiring dengan perkembangan 

masyarakat, sehingga berdampak dengan meningkat dan berkembang di 

masayarakat disebut sebagai kejahatan. Serupa halnya kejahatan juga merupakan 

fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Tentu 

saja masyarakat tidak pernah menginginkan adanya kejahatan, namun kejahatan 

itu akan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.31 

Kejahatan bukan lagi sebuah istilah asing dalam kehidupan bermasyarakat 

pada dasarnya istilah kejahatan mengacu pada suatu jenis tindakan atau perilaku 

manusia tertentu yang dapat dianggap sebagai perbuatan jahat. Kejahatan juga 

merupakan produk masyarakat, sehingga jika kesadaran hukum ditingkatkan di 

masyarakat dibarengi dengan upaya starategis melalui kerja sama antara lembaga 

 
30 Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. “Kriminologi (Suatu Pengantar)”. Medan: 

CV.Pustaka. halaman 41 
31 Ibid, .halaman 135. 
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pidana dan bukan lembaga pidana maka tingkat kejahatan akan berkurang dengan 

sendirinya, alhasil tujuan akhirnya adalah mencegah kejahatan, dengan berupaya 

untuk perlindungan sosial dan upaya mencapai kesejahteraan sosial akan 

terlaksana. 

Kejahatan bukanlah suatu peristiwa genetis (bawaan lahir) juga bukan 

merupakan warisan biologis. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat 

melakukan kejahatan dengan apapun tingkat pendidikannya. Kejahatan dapat 

dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu 

tujuan yang runtun dan spesifik. Kejahatan bisa dikatakan sebagai konsep abstrak 

yang dimana kejahatan tidak dapat disentuh atau dilihat terkecuali akibat yang 

ditimbulkannya.32 

Kejahatan adalah sebuah fenomena yang kompleks dipahami dari berbagai 

sudut pandang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyerap 

komentar peristiwa yang berbeda-beda tentang suatu perkara pidana yang 

berbeda. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat buruk, 

sangat tidak baik, sangat jelek, berdasarkan watak dan tingkah laku orang yang 

dilarang dalam aturan hukum atau undang-undang.33 

Menurut Kartini Kartono, kejahatan dalam pengertian hukum formal 

adalah suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kesusialaan manusia, 

yang membentuk manusia, bersifat anti sosial, melanggar hukum dan undang-

undang pidana.34 Secara sosiologis kejahatan ialah kumpulan perkataan, tindakan, 

 
32 Moeljatno. 2008. “Asas Hukum Pidana”. Jakarta: Bina Aksara. halaman 114, 
33 Wahyu Widodo. 2015. “Kriminologi Dan Hukum Pidana”. Semarang: Universitas 

PGRI Semarang Press. halaman 19. 
34 Kartini Kartono. 2018. “Pathologi Sosial Jilid 1”. Jakarta: Raja Grafindo. halaman139.   
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dan perilaku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, politik dan sosial 

psikologis, melanggar standar moral, dan menyerang keselamatan masyarakat 

baik yang tercakup dalam aturan hukum ataupun yang belum tercantum dalam 

aturan hukum undang-undang pidana. 

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai peran penting 

sebagai alat untuk memelihara keadilan, ketertiban, ketentraman, dan menjamin 

kepastian hukum. Pada tingkatan berikutnya, hukum dianggap sebagai alat 

kemajuan dan kesejahteraan sosial yang dibentuk atas dasar keinginan dan hati 

nurani setiap anggota masyarakat dengan tujuan agar hukum dapat bertindak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri yaitu untuk keharmonisan dan 

kedamaian hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) itu 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tindak pidana itu, jika ada 

tindak pidana maka ada yang bersalah, dan bila dalam melakukan pidana 

(kejahatan) perbuatan itu menurut pendapat umum ada pandangan normatif 

tentang kejahatan itu. 35 

Paul W. Tappan dan Sue Titus Reid mengatakan kejahatan adalah suatu 

perbuatan yang disengaja (Intentional Act) atau kelalaian (Omission) yang 

melanggar hukum pidana tertulis atau keputusan hakim (Case Law)  pembenaran 

dan diancam dengan sanksi negara sebagai kejahatan atau pelanggaran. 

Berdasarkan defenisi diatas, Reid berpendapat bahwa penjahat mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

 
35 Barda Nawawi Arif. 2016. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”. Jakarta: 

Kencana Prenada Media. halaman 41.  
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- Kejahatan adalah tindakan yang disengaja. Dalam pengertian ini, 

seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya saja, tetapi 

harus ada perbuatan atau kelalaian dalam perbuatannya. Kelambanan juga 

bisa menjadi kejahatan jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam 

keadaan tertentu, tetapi jika dibarengi dengan niat jahat. 

- Merupakan pelanggaran hukum pidana 

- Dibuat tanpa pembelaan fakta yang diakui oleh hukum 

- Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.36 

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam jenis 

kejahatan, tergantung dari tujuan kejahatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan 

Mustofa, jenis kejahatan menurut tujuannya adalah kejahatan terhadap badan 

(pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan), kejahatan harta benda (pencurian, 

pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (mabuk, perjudian), 

kejahatan terhadap negara. Peningkatan angka kriminalitas di masyarakat 

sebagian kecil disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, terutama disebabkan 

oleh ketidakmampuan dan keengganan anggota masyarakat untuk menyesuaikan 

diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.37 

Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang 

dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah;  

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.  

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan 

dengan jelas dalam hukum pidana.  

 
36 M. Ali Zaidan. 2016. “Kebijakan Kriminal’. Jakarta Timur: Sinar Grafika. halaman 11. 
37 Ismail Koto dan Faisal. 2022. “Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban”. 

Medan: UMSU Press. halaman 57.  
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3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang 

menimbulkan akibat-akibat kerugian. 

4. Harus ada maksud jahat (mens rea).  

5. Harus ada hubungan antara pelaku dan mens rea.  

6. Harus ada hubungan sebab akibat anatara kerugian yang dilarang Undang-

Undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa 

adanya unsur paksaan).  

7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.38 

Upaya advokasi kebijakan yang bertujuan mencegah dan memulihkan 

kejahatan di masa lalu dan masa depan, termasuk di sektor kejahatan. Kebijakan 

kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan 

sosial yang mencakup kebijakan atau usaha perlindungan sosial (social policy) 

dan kebijakan perlindungan sosial (perlindungan sosial). Pencegahan kejahatan 

perlu dilakukan melalui hukum pidana (criminal law), sehingga kebijakan hukum 

pidana (criminal policy), terutama pada tahap kebijakan dan implementasi 

peradilan, harus memperhatikan dan mencapai tujuan kebijakan sosial, berupa 

perlindungan sosial (social defence) dan kesejahteraan sosial (social welfare).39 

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan harus menjamin perlindungan 

sosial dan perlindungan sosial. Aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial 

(social welfare dan social defence) sangat penting, terutama nilai-nilai 

kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pencegahan dan 

 
38 Nursariani Simatupang dan Faisal. Op.Cit., hlm 50. 
39 Yurizal. 2021. “ Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia”. Malang: Media Nusa Creative. halaman 88. 
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penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara komprehensif, dengan 

keseimbangan antara tindakan penal dan non penal.40 

Kebijakan pencegahan kejahatan atau yang sering disebut dengan 

kebijakan kejahatan dapat mencakup cakupan yang cukup luas. Menurut G.Peter 

Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan dapat lebih ditingkatkan dengan: 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application) 

b. Mencegah tanpa penalti (prevention without punishment) 

c. Mempengaruhi opini publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media 

(influencing views of society on crime and punishment/mass media).41 

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan merupakan cara masyarakat 

menyikapi fenomena kejahatan. Sejak kejahatan mulai terjadi, jawaban atas 

kejahatan tersebut telah diketahui. Setiap masyarakat tentu akan merespon 

kejahatan sesuai dengan tingkat budaya yang dicapai oleh masyarakat yang 

terlibat. Ketika masyarakat menjadi begitu modern, ditandai dengan pembagian 

kerja yang terorganisir dan kompleks, maka respons terhadap kejahatan pun 

semakin berkembang, ditandai dengan adanya penggunaan bentuk-bentuk 

hukuman tertentu. Rasionalitas dalam menentukan jenis hukuman yang akan  

mencerminkan tingkat pengetahuan dan budaya suatu negara tersebut.42  

Menurut Bambang Poernomo, pencegahan kejahatan dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu:43 

 
40 Ibid., halaman 89. 
41 Dadang Iskandar. 2016. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga”. Yustisi. Vol 3 No.2 September 2016. 
42 M. Ali Zaidan. Op.Cit., halaman 102. 
43 Idik Saeful Bahri. 2020. “Cyber Crime Dalam Hukum Pidana”. Yogyakarta:Bahasa 

Rakyat 188. 
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1. Penanggulan Secara Represif (Upaya Penal) 

Penanggulangan secara represif adalah suatu pelanggaran hukum dengan 

tindakan seorang ahli hukum atas perbuatan seseorang yang dilakukan setelah 

terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan tindak pidana ini dimulai setelah 

terjadi pelanggaran hukum, penanggulangannya dimulai dengan tindakan 

kepolisian dan penyidikan alat bukti, penuntutan oleh jaksa, kemudian dilanjutkan 

dengan peninjauan kembali analisis prioritas hakim tentang peristiwa yang 

menyebabkan pelanggaran aturan hukum (mayor) dan (minor). Hal ini 

menyangkut pengambilan keputusan hakim (kesimpulan) dan diakhiri dengan 

pelaksanaan keputusan tersebut. 

 Pada dasarnya kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, 

strafrecth politiek) adalah suatu proses penegakan hukum pidana yang 

menyeluruh atau menyeluruh. Kebijakan hukum pidana adalah tindakan yang 

berkaitan dengan:44 

a. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan melalui 

hukum pidana, 

b. Bagaimana mengembangkan hukum pidana sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

c.  Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui 

hukum pidana. 

Dari sudut pandang perlindungan atau kepentingan masyarakat, kejahatan 

(pidana) dianggap efektif jika hukuman ditujukan untuk mencegah dan 

 
44 M. Ali Zaidan,Op.Cit., Hlm 88 
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mengurangi kejahatan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kriteria efektivitas 

bergantung pada tingkat pengurangan frekuensi kejahatan. Dengan kata lain, 

ujiannya adalah sejauh mana efek pencegahan umum dari pidana penjara untuk 

mencegah masyarakat luas melakukan kejahatan. Dari perspektif perbaikan pelaku 

kejahatan, ukuran efektivitasnya terletak pada aspek khusus dari pencegahan 

kejahatan. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui sejauh mana hukuman 

(penjara) berdampak pada pelaku terpidana.45 

2. Penanggulangan Secara Preventif (Upaya Non Penal)  

Penanggulangan secara preventif merupakan tindakan yang dilakukan 

untuk mempercepat keadaan sebelum terjadi pelanggaran hukum secara formil. 

Penanggulangan juga bersifat pencegahan karena dapat menggunakan bukan 

sarana hukum, misalnya pengawasan, observasi, pemberian sinyal, dan lain-lain. 

Kebijakan non penal adalah kebijakan pencegahan kejahatan yang 

menggunakan tindakan selain hukum pidana. Kebijakan melalui non penal dapat 

berbentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat untuk membina 

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan lain-lain, 

memperkuat upaya untuk melindungi anak-anak dan remaja, serta operasi patroli 

dan pengawasan berkelanjutan lainnya yang dilakukan oleh polisi dan aparat 

keamanan lainnya. 

Mengingat upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non penal  lebih 

berorientasi pada upaya pencegahan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

 
45 Barda Nawawi Arief. Op.Cit., halaman 225 



33 

 

 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

menguntungkan tersebut antara lain terfokus pada permasalahan atau kondisi 

sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan atau 

memudahkan terjadinya kejahatan. Jadi, dari perspektif kebijakan kejahatan 

secara makro dan global, upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis 

dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan 

kejahatan.46 

Kebijakan non penal ini memiliki keunggulan dalam menangani 

permasalahan kejahatan karena secara langsung mengatasi akar permasalahan 

kejahatan, khususnya penyebab kejahatan. Kebijakan non penal mempunyai 

cakupan yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan 

masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai kemampuan untuk mencegah 

kejahatan sehingga memberikan nilai strategis dalam penyelesaian kejahatan. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara 

komprehensif, dengan keseimbangan antara upaya penal dan non penal. Dari 

sudut pandang politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah kebijakan 

non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan kriminal 

mempunyai keterbatasan dan kelemahan dengan pemanfaatan potensi efek 

preventif dari aparat penegak hukum.  

Dalam menanggulangi kejahatan atau tindak kriminal perlu adanya 

kerjasama yang baik antara aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten serta 

dukungan dan dorongan dari orang tua dan juga masyarakat yang dianggap cukup 

 
46 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. “Teori-Teori & Kebijakan Pidana”. Bandung: 

Alumni. halaman 159. 
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berpengaruh. Dalam menanggulangi masalah kejahatan anak sebagai suatu upaya 

hukum dalam perlindungan anak maka bukanlah merupakan tugas dari aparat 

penegak hukum saja akan tetapi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. 

C. Jual Beli Organ Tubuh Manusia 

Penjualan organ tubuh manusia dianggap sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan jika, sebab kejahatan tersebut adalah perbudakan, pembunuhan, 

deportasi, pemusnahan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, termasuk 

penindasan yang disebabkan oleh ras, agama, politik, dan tindakan lainnya. 

pelanggaran di suatu negara.47 

Penjualan organ tubuh merupakan tindakan untuk memindahkan atau 

mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan 

sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, 

undang-undang kesehatan mengatur adanya larangan memperjual belikan organ 

tubuh manusia dengan alasan apapun. 

Meningkatnya perdagangan manusia juga berdampak pada frekuensi 

perdagangan organ tubuh manusia. Dimana perdagangan organ tubuh manusia 

tidak bisa dihindari, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan orang  

yang memang membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ 

tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Jual beli organ tubuh manusia termasuk 

dalam konteks perdagangan manusia karena perdagangan orang mengartikan 

 
47 Henny Nuraeny. 2017. “Penyuluhan Hukum Mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling 

Dan Siswa/Siswi SMA/SMK/MA se Kabupaten Cianjur”. Jurnal Of Empowerment. Volume 1 

Nomor 1. halaman 27. 
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tujuan eksploitasi sebagai perilaku mencari keuntungan, yang salah satunya 

adalah perolehan atau transplantasi organ, bagian tubuh atau jaringan tubuh. 

Jual beli organ tubuh manusia merupakan bentuk khusus dari perdagangan 

manusia. Dengan kata lain, perdagangan organ dilakukan melalui perdagangan 

manusia, yang terkadang dilakukan dalam bentuk sindikat yang terorganisir dan 

bersifat transnasional. Dalam hal ini jual beli organ tubuh manusia dilakukan 

secara melawan hukum (ilegal), sebab merupakan kejahatan berat dan dianggap 

sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat konsensus 

umum bahwa organ tubuh manusia tidak boleh dikomersialkan, walaupun 

demikian biaya operasinya sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu 

membelinya. Jika pasokan organ tidak bertambah maka akan terjadi perdagangan 

ilegal yang berarti masyarakat miskin akan terus menjual organnya kepada orang 

yang kalangan atas.48 

Jual beli organ tubuh manusia merupakan tindakan kejahatan pidana, 

dimana jual beli yang melibatkan organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru, 

ginjal, dll. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan organ, antara 

lain faktor ekonomi atau kemiskinan dan adanya celah hukum yang mendorong 

terjadinya perdagangan organ. Kemiskinan di negara-negara berkembang 

tercermin dari besarnya perdagangan organ tubuh manusia di pasar gelap. Namun, 

kemiskinan bukanlah faktor penyebab perdagangan organ ilegal. Negara termiskin 

di dunia pun tidak serta merta memiliki pasar gelap untuk memperdagangkan 

organ manusia. 

 
48 Triani Handayani. 2021. “Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan 

Perdagangan Organ Tubuh Manusia”. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 68. 
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Perdagangan organ tubuh manusia merupakan ancaman kriminal di masa 

depan. Setiap negara harus mengantisipasi sifat terorganisirnya dan melampaui 

batas negaranya dengan mempersiapkan sistem hukum yang memungkinkan 

pencegahan kejahatan yang efektif. Kerja sama regional dan internasional harus 

dilakukan untuk mengurangi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas 

jaringan kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara 

mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh pertumpahan darah di Indonesia, 

terutama dari ancaman tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, 

sebagaimana diatur dalam konstitusi.49 

Dasar hukum untuk penjualan organ tubuh manusia tidak diatur khusus 

dalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi salah satu regulasi yang 

mengarah pada tindak pidana tersebut yaitu Pasal 204 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang mana dalam pasal tersebut menerangkan beberapa point 

pokok, antara lain sebagai berikut: 

1. Tidak diperbolehkannya menyerahkan, menjual, membagi, dan menawar 

suatu barang yang dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawan orang 

lain, meskipun sifat yang membahayakan tersebut tidak dikemukakan, dan 

apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana 

yaitu hukuman penjara paling lama 15 tahun. 

2. Dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang, maka 

oknum yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi pidana 

penjara maksimal 20 tahun dan bahkan dalam khasus tertentu bisa penjara 

seumur hidup. 

 

Terkait dengan jual beli organ tubuh manusia, Pasal 204 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengatur bahwa perbuatan “menjual, menyumbangkan, 

menyerahkan atau mengedarkan barang berbahaya” merupakan tindak pidana. 

 
49 Muhammad Ali Zaidan. 2012. “Perdagangan Organ Tubuh  Manusia”. Bina Widya, 

Majalah Ilmiah UPN Veteran Jakarta, Volume 23 Nomor 4, halaman 86-87. 
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Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang susunan kata-katanya 

menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.50 

Perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan 

barang berbahaya merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur di 

dalam Pasal 204 Ayat (1) tersebut dengan ancaman pidana penjara selama lima 

belas tahun dan apabila perbuatan tersebut berakibat orang yang menjadi korban 

itu mati akan diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

204 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Ketentuan mengenai perdagangan organ tubuh manusia ini sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan yang 

mengatur larangan jual beli organ tubuh manusia telah dinyatakan dengan jelas 

dalam Pasal 64 sampai Pasal 68 sedangkan sanksi pidananya ada dalam Pasal 192. 

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa :  

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 

tranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat 

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.  

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersialkan.  

(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apapun 

 

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

yang terdapat dalam undang-undang ini juga menerangkan bahwa :  

 
50 Pasaribu, Hamdan, dan Rafiqoh. 2014. “Perdagangann Organ Tubuh Manusia Untuk 

Tujuan Transportasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum pidana Indonesia”. Jurnal Mahupiki,  

Volume 2 Nomor 1, halaman 37. 
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a. Upaya dalam memulihkan kesehatan dan menyembuhkan penyakit bisa 

melalui transplantasi organ/jaringan tubuh, alat kesehatan, implan, 

rekonstruksi, bedah plastik, dan menggunakan sel punca. 

b. Organ dan ataupun jaringan tubuh dengan tegas tidak diperbolehkan untuk 

diperjual belikan apapun alasannya. 

c. Trannsplantasi organ dan atau jaringan dilarang untuk diperjual belikan 

atau dikomersialkan, namun boleh dilakukan apabila dengan tujuan 

kemanusiaan menolong nyawa orang lain.51 

Ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 192 Undang-Undang 

No.36 Tahun 2009 yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 

(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

Aturan pada pasal 64 ayat (3) tersebut lebih mengarah ke si penjual dan si 

pembeli. Tetapi, bagaimana dengan si pengiklan yang hanya mengiklankan organ 

tubuh tidak ikut dalam melakukan tindak pidana penjualan organ. Jadi pasal di 

Undang-Undang Kesehatan dapat dikenakan kepada si penjual dan si pembeli 

saja. Pelaku penjualan organ diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja 

memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. 

 
51 Triani Handayani. Op.Cit., halaman 97. 
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Selain pertimbangan bahwa hak kepemilikan yang tidak berlaku pada 

tubuh manusia, larangan terhadap penjualan organ tubuh pribadi juga tercermin 

pada Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Berikut 

adalah unsur-unsur Pasal 192:  

1) Setiap orang 

2) Dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh 

3) Dengan dalih apapun. 

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait dengan masalah 

tindak pidana perdagangan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia 

terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau 

pemanfaatan organ atau jaringan yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang 

termasuk ke dalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah 

Pasal 1 angka 7 yang berisi kan : 

 “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”. 

 

Didalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tntang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga dijelaskan bahwa 

eksploitasi dengan atau tanpa persetujuan korban untuk melakukan transplantasi 

organ tubuh guna mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 
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Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2007 tentang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 

yaitu: 

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. 
 

Pasal 2 Ayat (1) menunjukkan bahwa pihak yang terlibat yaitu pelaku dan 

korban. Pelaku merupakan orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah orang yang berada di 

dalam posisi rentan dan terjerat utang. 

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, meskipun telah mengalami perubahan dengan berlakunya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi berkaitan dengan 

sanksi pidana masih berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak pada Pasal 84 menyatakan bahwa : 
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 

 

Selanjutnya pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak  menyatakan : 

(1)  Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh 

anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  
(2)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ 

tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, 

atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian 

tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik 

bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik ini juga tidak dapat dikenakan terhadap pengiklan yang mengiklankan 

jual beli organ tubuh secara online atau tidak dapat memakai Undang-Undang ini. 

Namun, dalam hal pembuktiannya dapat digunakan, dikarenakan bukti elektronik 

memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan 

pasal 5 ayat (2). Dengana tegas pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa: 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetakannya merupakan alat bukti yang sah.”  

 

Dilanjutkan dengan pasal 5 ayat (2) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara 

yang berlaku di Indonesia. 
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Dalam surat edaran menteri komunikasi dan informasi (menkominfo) 

Nomor 3 Tahun 2016 memberikan upaya kebijakan penyediaan layanan konten 

dan atau aplikasi melalui internet (over the top), dengan tujuan agar para penyedia 

layanan aplikasi atau konten melalui internet. Defenisi penyediaan layanan 

aplikasi atau konten melalui internet (over the top) ada pada sub nomor 5, yaitu :  

5.1.1 Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa 

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol 

internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam 

bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring 

percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan 

dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, 

serta turunannya. 

 

Kemudian mengenai Penyedia Layanan over the top dilarang menyediakan 

layanan yang memiliki muatan antara lain ada pada angka 5.6 yakni antara lain : 

5.6.3. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, 

kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar 

kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaa, pemerasan atau 

ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), 

pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.” 

 

Apabila digunakan untuk pengiklan yang mengandung muatan penjualan 

organ tubuh secara online, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara 

korporasi, sudaah sangat tepat digunakan. Tetapi aturan pada surat edaran menteri 

komunikasi dan informasi (menkominfo) ini tidak dapat di memberikan sanksi 

pemidanaan. Untuk itu surat edaran ini juga tidak dapat digunakan untuk menjerat 

pengiklan yang menjual organ tubuh manusia secara online. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa perdagangan organ tubuh dilarang walaupun organ 

tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan. 
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D. Online 

Online kata online adalah berasal dari kata “on” dan “line”, dimana “on” 

artinya hidup, “line” artinya saluran. Pengertian online adalah keadaan komputer 

yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, atau arti dari online adalah 

sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung 

dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online 

(terhubung dengan internet) maka kita dapat mengakses internet atau browsing, 

mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk 

berkomunikasi.52 

Media online menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi 

informasi. Video, blog, website, dan gambar yang ada di dunia maya merupakan 

alat yang digunakan oleh pengguna dan pelanggan untuk membuat konten. Media 

online adalah tempat di mana seseorang dapat membuat situs web pribadi dan 

terhubung dengan semua peserta jejaring sosial (media sosial) yang sama untuk 

berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media 

cetak dan penyiaran, media online menggunakan internet. Jejaring sosial ini 

mengundang siapapun yang berminat untuk berpartisipasi dengan 

mengungkapkan pendapat secara terbuka, berkomentar dan berbagi informasi 

dengan cepat dan tanpa batasan waktu.53 

Dengan media sosial dapat memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan agar 

lebih memotivasi diri dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang diperoleh, 

 
52 Temukan Pengertian,“Online”.https://www.temukanpengertian.compengertian-online-

online-adalah-online.html, diakses pada tanggal 09 September 2023 Pukul 08.48 WIB. 
53 Cahyono. 2017. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di 

Indoensia”. Publiciana, Volume 9 Nomor 1, halaman 152. 

https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html
https://www.temukanpengertian.com/2013/01/pengertian-connect.html
https://www.temukanpengertian.compengertian-online-online-adalah-online.html/
https://www.temukanpengertian.compengertian-online-online-adalah-online.html/
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tetap memperhatikan standar-standar yang ada. Biarkan media sosial benar-benar 

memberikan dampak positif bagi masyarakat.54 

Media online secara umum adalah saluran komunikasi yang terjadi secara 

online melalui situs web di internet baik itu berisi teks, foto, video, atau musik. 

Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet adalah 

media online. Sedangkan pengertian secara khusus adalah semua yang 

berhubungan dengan komunikasi massa. 

Media online adalah media di internet yang memungkinkan penggunanya 

memperkenalkan diri dan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi 

dengan pengguna lain, dan menjalin hubungan sosial secara virtual. Media online, 

salah satu media di era digital yang memungkinkan penggunanya untuk 

berpartisipasi, dan telah menciptakan dunia tersendiri bagi penggunanya dan kini 

telah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Media online telah menjadi media 

digital global dan menawarkan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan 

masyarakat.55 

Seperti yang telah disebutkan pada pengertian media online, proses 

penyebaran informasi media ini adalah menggunakan internet. Berdasarkan cara 

publikasinya, media online dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. Situs Berita Online (Seperti,Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, 

Liputan6.com dll). 

 
54 Elmansyah. 2017. “Upaya Mencegah Dampak Negatif Sosial media Dengan Layanan 

Informasi Melalui media Visual Pada Siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamangkat 

Kabupaten Sambas”. JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia), Vol 2 No.2, halaman 47. 
55 Dorris Yadewani, Mustika Lukman, Wahyu Indah Mursalini. 2020. “Pengaruh 

Pemanfaatan Platfrom Sosial Media Pada Era Digital Terhadap Prestasi Mahhasiswa”. Jurnal 

Apresiasi Ekonomi, Volume 8 Nomor 3, halaman 521 
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2. Situs Pemerintah (BPK.go.id, Imigrasi.go.id, Kejaksaan.go.id, dll).  

3. Situs Perusahaan (Promonavigator.com).  

4. Situs E-commerce (Bukalapak.com, Tokopedia.com, Lazada.com , dll).  

5. Situs Media Sosial (Twitter.com, Facebook.com, Instagram.com, 

YouTube.com). 

6. Situs Blog (Maxmanroe.com) 

7. Situs Forum Komunitas (Kaskus.co.id). 

8. Aplikasi Chatting (BlackBerry Messenger, Path, Line, WhatsApp, dan 

Telegram). 

Adapun dampak positif dengan adanya media online ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyebaran Informasi dapat berlangsung secara cepat, 

2. Memperluas pergaulan, 

3. Mempermudah berinteraksi dengan orang banyak, 

4. Lebih mudah mengekspresikan diri, 

5. Jarak dan waktu bukan menjadi permasalahan, 

6. Biaya lebih terjangkau. 

Meskipun memberikan dampak positif terhadap adanya kemajuan 

teknologi terhadap media online, akan tetapi media online juga dapat memberikan 

dampak buruk, seperti: 

1. Membuat orang-orang kecanduan dengan internet, 

2. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, 

3. Menjauhkan orang orang yang sudah dekat dan sebaliknya, 



46 

 

 

4. Masalah privasi, 

5. Dapat menimbulkan konflik, 

6. Rentan terhadap pengaruh buruk oleh orang lain. 

Media online menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi 

informasi video, blog, website, dan gambar yang ada di dunia maya merupakan 

alat yang digunakan oleh pengguna dan pelanggan untuk membuat konten. 

Adanya media sosial dapat memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan agar lebih 

memotivasi diri dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang diperoleh, tetap 

memperhatikan standar standar yang ada. Biarkan media sosial benar-benar 

memberikan dampak positif bagi masyarakat 

Jika dilihat dari sisi interaksi sosial pengaruh perubahan sosial di 

masyarakat terjadi sebab dikarenakan semakin mudahnya manusia berinteraksi 

melalui media  sosial (online), maka lambat laun interaksi  sosial di dunia nyata 

akan turut berkurang. Manusia tidak perlu lagi saling bertemu secara langsung 

untuk berkomunikasi, sehingga hal ini  akan membentuk pola hidup masyarakat 

yang semakin tertutup. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Terjadinya Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia Melalui 

Online 

Perdagangan organ tubuh manusia bukan lagi hal yang asing dan banyak 

iklan di media dan di internet yang menawarkan hal itu. Jual beli organ masih 

dilarang di beberapa negara, termasuk Indonesia, sehingga penjualan organ di 

pasar gelap masih merajalela. Tingginya permintaan ini membuat penjualan organ 

tubuh manusia di pasar gelap semakin marak.  

Dalam kehidupan sehari-hari saat ini pun masyarakat modern banyak 

mengalami kemajuan yang cukup pesat. Salah satu bentuk kemajuan tersebut 

adalah kemajuan di bidang teknologi informasi. Keberadaan internet 

menyebabkan menjamurnya situs-situs jejaring sosial yang banyak diminati oleh 

kalangan muda bahkan orang dewasa untuk bersosialisasi, serta banyak 

bermunculan situs-situs jual beli organ tubuh manusia secara online mulai ramai 

diperbincangkan. Hal ini terjadi lebih karena kebiasaan, kualitas sumber daya 

manusia masing-masing individu, kualitas kelembagaan (struktur hukum, 

termasuk proses kerja dan mekanisme pengelolaan), kualitas infrastruktur, 

kualitas hukum (sifat hukum). dan kualitas kondisi lingkungan hidup (sistem 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). 

Jual beli organ tubuh melalui online biasanya dimulai dari iklan surat 

kabar dan internet yang berisi pencarian donor organ yang dapat dihubungi atau 

dari calon donor yang bersedia mendonorkan organnya kepada pihak yang tidak 
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dapat meminta bayaran tertentu. Modus operandi yang dilakukan pelaku jual beli 

organ tubuh ini adalah dengan membuat kartu identitas palsu (selanjutnya disebut 

KTP) seolah-olah pendonor adalah kerabat pasien. Saat ini semakin banyak 

metode perdagangan organ ini, termasuk pembunuhan, sebelum dibunuh, semua 

organ korban diambil untuk dijual.56 

Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian terkait kejahatan jual 

beli organ tubuh manusia melalui online di Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, 

bahwa proses terjadinya jual beli organ tubuh manusia melalui online ini dengan 

cara si pelaku membuat promosi atau mengiklankan jual beli organ tubuh 

manusia, bisa juga dengan membuat perekrutan si pendonor organ tubuh itu,dan 

platform tersebut juga mencantumkan harga setiap organ. 57 

Tidak hanya melalui situs web diketahui juga dari media sosial sepeti 

Facebook, Twitter, dan  WhatsApp dengan membuat sebuah Grup untuk jual beli 

Organ Tubuh. Selanjutnya nantinya pelaku akan mengumpulkan dan menampung  

korban disuatu tempat tersembunyi, lalu korban dibawa berangkat ke luar Negeri 

melalui jalur fast track dibantu oleh oknum petugas migran. Kemudian korban 

diobservasi dan bertemu dengan penerima organ tubuh tersebut. Setelah dibuat 

kesepakatan, korban akan dipulangkan melalui jalur darat dengan membawa 

komisi dengan menjual organ tubuhnya.58 

 
56 Merti Pasaribu. 2014. “Perdagangan Organ Tubuh Untuk Tujuan Transplantasi Dari 

Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi. Medan: USU. halaman 20. 
57 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB 
58 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB. 
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Dengan adanya website, situs  maupun iklan yang diunggah dimedia sosial 

pasti akan mengundang beberapa orang untuk menjual maupun membeli karena 

tergiur dengan harganya dan akan pasti meningkatkan angka kejahatan di era 

modern saat ini.59 

Dengan kelihaian si pelaku jual beli organ tubuh manusia melalui online, 

mereka bisa dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan modus membuat grup 

atau forum donor organ yang berkedok perdagangan organ tubuh yang dapat 

disebut seperti “Market Place Buy and Sell”. Kemudian untuk prosesnya si admin 

(pelaku) yang mengiklankan menjual atau menawarkan membutuhkan organ, 

melakukannya dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang, dan 

secara tidak langsung postingan tersebut mendapat respon dari anggota grup 

berupa komentar-komentar bahwa bersedia untuk menjual maupun membeli organ 

yang telah dia tawarkan, kemudian mengenai tujuannya sudah jelas yakni 

melakukan tindakan komersial jual beli organ tubuh.60
 

Perkembangan dunia yang semakin maju membuat pola pikir manusia 

juga sangat berkembang menuju hal-hal yang tidak rasional, dimana dunia juga 

semakin materialistis, segala sesuatu dapat dipertukarkan termasuk organ tubuh 

manusia. Mengingat pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia dan semakin 

meningkatnya perkembangan kesehatan, memberikan peluang bagi pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari penjualan organ 

atau jaringan tubuh manusia. Jual beli organ atau jaringan tubuh yang kini sudah 

 
59 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB. 
60 Alfitra. 2015. “Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP: Korupsi, Money 

Laundering & Trafficking”. Jakarta: Raih Asah Sukses. halaman 125-126 
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mulai beredar secara luas dengan berbagai cara melalui internet, hingga 

menemukan iklan penjualan organ secara online sangat mudah diakses. Banyak 

orang mendonorkan organ tubuhnya dengan imbalan uang. Harga organnya pun 

bermacam-macam, puluhan bahkan ratusan juta rupiah. 

Dengan tingginya permintaan dari organ tubuh manusia juga mendorong 

kenaikan harga, yang kemungkinan akan mendorong petugas kesehatan untuk 

tergoda dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang ada guna mempercepat 

praktik perdagangan jual beli organ tubuh manusia. Berkat keterlibatan tenaga 

medis yang ahli dalam bidang memasangkan organ tubuh dan transplantasi organ 

manusia dengan segala fasilitas yang tersedia dan terkadang perusahaan yang 

terlibat dalam kegiatan tersebutlah yang memunculkan pelaksanaan kegiatan 

kriminal ini masih terus terjadi dan jarang terdeteksi oleh penegak hukum.61 

Seperti diketahui, perkembangan industri transplantasi organ manusia saat 

ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya organ jantung manusia tetapi juga 

berkembang menjadi ginjal, hati dan beberapa organ lainnya termasuk jaringan 

tubuh manusia seperti jaringan otot, ligamen dan saraf. Dalam transplantasi organ 

dan jaringan biasanya diperoleh dari keluarga pasien. Untuk mendonor biasanya 

harus dipenuhi syarat-syarat khusus seperti kecocokan organ antara pendonor dan 

pasien, kesehatan pendonor, kesamaan golongan darah, imunitas tubuh, dan lain-

lain. Dan mengapa pendonornya harus anggota keluarga terlebih dahulu juga 

merupakan masalah moralitas manusia.62 

 
61 Triani Handayani. Op.Cit., halaman 97. 
62 Barder Johan Nasution. 2011. “Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter”. 

Jakarta: Rineka Cipta. halaman 14. 
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Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin 

banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Penjualan organ tubuh 

manusia di pasar gelap bukan hanya lingkup dalam negeri, tapi juga luar negeri. 

Dirilis dari The Richest.com dalam tayangan videonya di Youtube, inilah harga 

organ tubuh yang diperdagangkan di pasar gelap : 

1. Tangan dan lengan bawah 385 dolar atau setara dengan Rp 1.377.385 

Transplantasi tangan pertama yang berhasil adalah pada tahun 1999.  

2. Darah, 25 dolar hingga 337 dolar atau mencapai Rp 4.640.490 Kebutuhan 

darah jadi kebutuhan utama di berbagai rumah sakit, untuk beberapa tindakan 

medis. Di India, banyak rumah sakit yang putus asa dengan persediaan darah 

bagi pasien.  

3. Sepasang bola mata 1.525 dolar atau Rp 20.999.250 Lebih dari 400.000 

transplantasi kornea dilakukan setiap tahun. Transplantasi mata penuh 

dimungkinkan dalam waktu dekat.  

4. Arteri koroner 1.525 dolar atau Rp 20.999.250 Cangkok pertama arteri 

koroner dilakukan di AS pada 1960. Sebanyak 395.000 cangkok arteri telah 

selesai sejak saat itu.  

5. Usus kecil 2.519 dolar atau Rp 34.686.630 Cangkok usus dilakukan 10 jam di 

setiap operasi dan satu tahun untuk pulih. Penderita penyakit crohn ini sering 

membutuhkan cangkok usus.  

6. Jantung 119.000 dolar atau Rp 1.638.630.000 Transplantasi jantung pertama 

yang dilakukan di Cape Town pada tahun 1967. Sebanyak 3.158 orang 

sedang menunggu untuk transplantasi jantung. Ada 16.000 orang yang 
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menunggu transplantasi hati di Amerika Serikat dengan tingkat kelangsungan 

hidup pasien satu tahun pasca operasi adalah 80 sampai 85 persen.  

7. Ginjal 262.000 dolar atau Rp 3.607.740.000 Perdagangan ginjal merupakan 

75 persen dari keseluruhan perdagangan pasar global yang ilegal. Lebih 

800.000 orang sedang menunggu hingga lima tahun lamanya untuk 

transplantasi ginjal.  

8. Kulit 10 dolar per inci persegi atau Rp 137.700 per inci Cangkok kulit 

dilakukan pada korban kebakaran dan pasien dengan kerusakan kulit.  

9. Sumsum tulang 23.000 dolar per gram atau Rp 316.710.000 Transplantasi 

sumsum tulang mengobati leukimia dan anemia aplastik. Sebanyak 18.000 

orang per tahun akan mendapat manfaat dari transplantasi sumsum tulang.63 

Secara gamblang dapat digambarkan bahwa praktek transplantasi organ 

tubuh manusia yang diperoleh melalui suatu jual beli yang menjadi suatu kegiatan 

ilegal dan menjadi perdebatan dengan melihat kepada keberadaan hukum positif 

di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan organ tubuh manusia, sumber 

donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan 

penerima organ donor juga merupakan korban dari praktek perdagangan organ 

tubuh manusia, cara mencari dan mengumpulkan organ dan jaringan tubuh 

manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedoteran dan 

laboratorium, rumah pemulasaraan jenazah dan ruang otopsi menjadi sentral 

perdebatan, dan metode untuk menemukan, sukarela ketika pendonor masih 

 
63 Tribun News. http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjalpaling-mahal-di-pasar-gelap-

jualbeli-organtubuh-dunia, Diakses pada tanggal 09 September 2023 Pukul 21.50 WIB. 

http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjalpaling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organtubuh-dunia
http://bangka.tribunnews.com/harga-ginjalpaling-mahal-di-pasar-gelap-jualbeli-organtubuh-dunia
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hidup, ataukah setelah meninggal, adakah pemaksaan dan atau tipu daya 

dilakukan untuk mendapatkan donor organ manusia.  

Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia disampaikan bahwa transplantasi 

organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli 

organ tubuh, yang sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ 

tubuhnya, sebab organ itu bukan milik pribadi dan tidak dapat dibeli. Manusia 

hanya diamanahkan oleh Allah SWT untuk menjaganya. Jika ada orang yang 

memang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, 

boleh diberikan tetapi tidak untuk dikomersialisasikan. Adapun pengaturan 

transplantasi harus diatur Negara (pemerintah) supaya tidak disalahgunakan. 

Dalam ketentuan islam pada jual beli organ tubuh manusia merupakan haram, ada 

ketentuan yang memperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh kepada 

orang lain, yaitu diantaranya : 

a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’I (Dharurah 

Syar’iyah) 

b. Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilam organ dan atau jaringan 

tubuh baik sebagian ataupun keselutuhan 

c. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan 

merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan 

hidup  

d. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan 

transplantasi  

e. Bersifat untuk tolong menolong (tabarru’) tidak untuk komersil  
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f. Adanya persetujuan dari calon pendonor 

g. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki 

keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses trnsplantasi. 

h. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan dengan kuat (ghalabatil zhonn) 

akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain. 

i. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan oleh ahli yang 

kompeten dan kredibel 

j. Proses tranplantasi diselenggarakan oleh negara.64 

Jual beli organ tubuh manusia melalui online juga dapat melibatkan 

mobilisasi penduduk yang memerlukan pengaturan yang tepat dan cepat, karena 

hal ini menimbulkan risiko diperdagangkan untuk tujuan perbudakan atau 

prostitusi. Rendahnya kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan beberapa 

pihak memanfaatkan situasi ini untuk membujuk kelompok yang paling lemah 

untuk bekerja di luar negeri. Kenyamanan merupakan kebutuhan yang mewabah 

sehingga menimbulkan hedonisme dan konsumerisme yang berujung pada praktik 

korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kebutuhan akan kesehatan juga 

memberikan dampak yang tidak kalah negatifnya berupa adanya kelompok 

masyarakat yang membutuhkan organ tubuh yang dapat diperoleh secara legal 

maupun ilegal.65 

Terkait dengan iklan penjualan organ tubuh, hal ini menjadi permasalahan 

yang serius, karena dengan adanya iklan tersebut membuat kejahatan terhadap 

masyarakat semakin meningkat. Bayangkan manusia menjadi predator orang lain 

 
64 Fatwa MUI Nomor.13 Tahun 2019 Tentang Penjualan Organ Tubuh. 
65 Henny Nuraeny. Op.Cit., halaman 28. 
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hanya demi kesenangan ekonomi. Terkait dengan peraturan perdagangan organ 

dimana penjualan organ tubuh dilarang dengan alasan apapun, bahkan dengan 

sanksi pidana sekalipun, harus ada peraturan yang juga dapat menjebak pengiklan. 

Dengan banyaknya situs web dan forum perdagangan media sosial yang berisi 

iklan penjualan organ transnasional dan nasional, pemerintah harus menggunakan 

peraturan yang tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana guna mengurangi 

kejahatan mereka yang mengiklankan organ secara online. Kasus yang berkaitan 

dengan tindak pidana perdagangan organ tubuh tentunya mempunyai dampak 

negatif yaitu pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan organ tubuh termasuk 

dalam daftar kejahatan transnasional perdagangan manusia oleh PBB yang 

menyebabkan eksploitasi manusia, merenggut nyawa pendonor organ tubuh, 

karena para penyelundup atau oknum jual beli organ tidak memperdulikan 

kesehatan pendonor setelah operasi transplantasi, dan juga menyebabkan banyak 

kasus pencurian organ, baik dari orang yang masih hidup maupun dari mayat 

(yang tidak dapat dipungkiri). banyak kasus pencurian organ dari mayat), 

kemudian bermunculan kelompok pencurian organ atau mafia.66 

Bukan hanya oknum-oknum itu saja yang merasa tergiur dengan 

keuntungan dari penjualan organ tubuh manusia melalui online, namun terkadang 

juga menyebabkan mereka dengan sengaja menjual organ atas kemauannya 

sendiri. Jadi, bagi sebagian orang, cara ini merupakan cara yang sangat sederhana, 

cepat dan instan untuk memperoleh keuntungan materi atau keuntungan yang 

sangat tinggi, baik bagi yang menjual organnya sendiri maupun bagi pedagang 

 
66 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB. 
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perorangan yang memperjualbelikan organ tubuh tersebut. Untuk memfasilitasi 

perdagangan organ tubuh manusia, bahkan ada yang melakukannya secara 

kelompok yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat penjualan organ 

tubuh manusia.67 

Sindikat ini sering bekerjasama dengan sindikat kriminal lainnya seperti 

sindikat penculikan anak, sindikat perdagangan manusia, dan lain-lain. Dengan 

berbagai metode yang bisa digunakan, kejahatan paling sempurna ini dikenal oleh 

polisi sebagai kejahatan yang paling sulit dideteksi. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kasus dimana jumlah peserta lebih besar 

dari satu, hal ini kemungkinan besar dianggap sebagai penyertaan.68 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan  terjadinya kejahatan jual beli 

organ tubuh manusia melalui online, antara lain : 

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bahaya 

trafficking. Kesadaran ini tidak hanya didapatkan dari mereka yang telah 

menjadi korban perdagangan manusia, kesadaran mengenai trafficking 

seharusnya juga didapatkan dari mereka yang menjalankan atau terlibat 

langsung dalam kegiatan perdagangan manusia. Kurangnya perhatian 

mengenai trafficking dapat disebabkan karena kurangnya kewaspadaan dan 

kurangnya informasi. Selain itu, pengetahuan yang terbatas mengenai motif-

 
67 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB 

68 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB 
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motif dari perdagangan manusia juga menjadi salah satu penyebab kurangnya 

perhatian mengenai jual beli organ tubuh manusia melalui online. 

2. Faktor ekonomi dengan rendahnya tingkat pendidikan, banyak masyarakat 

yang rentan terhadap perdagangan organ tubuh yang terjadi dalam berbagai 

bentuk, banyak anak-anak yang tidak terlindungi sehingga mereka berisiko 

mengalami perdagangan organ tubuh karena orang tuanya sedang dalam 

perjalanan bisnis ke luar daerah atau ke luar negeri. Perdagangan organ 

menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Jadi, di tengah krisis ekonomi 

saat ini, perdagangan ilegal ini menjadi cara mudah untuk mendapatkan 

penghasilan yang menggiurkan. Ketika pendapatan dari bekerja tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasar, penjualan organ tampaknya menjadi solusi 

yang lebih menguntungkan. Harga organ yang tinggi menjadi daya tarik yang 

menggiurkan dan diperkuat oleh fakta masyarakat dapat hidup normal dengan 

organ yang tidak lengkap. 

3. Faktor Sosial, dimana regulasi melalui aturan hukum dan Undang-Undang 

seharusnya dapat menjadi keras memagari peluang penyalahgunaan jual beli 

organ tubuh manusia melalui online. Padahal masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang penuh basa-basi. Sehingga ketentuan yang mengatur secara 

keras tersebut masih mungkin mempunyai celah. Melakukan jual beli organ 

tubuh dengan modus memberikan kompensasi dan ucapan terimakasih dan 

tidak bersifat mengikat, maka akan susah untuk membuktikan bahwa hal 

tersebut merupakan perdagangan organ tubuh. Transplantasi butuh peraturan 

yang tegas pemerintah. Peraturan sangat diperlukan supaya donasi organ 
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tubuh menjadi legal dan tidak ditemukan lagi pratik perdagangan organ tubuh 

manusia secara langsung atau melalui online ini. 

4. Faktor kesehatan, dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, 

dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk 

beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. 

Misalnya ditemukannya metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan 

organ tubuh (transplantasi), ditambah dengan jumlah masyarakat (pasien) 

gagal ginjal tahap akhir terus meningkat, dan ketersediaan donor yang tidak 

seimbang dengan permintaan terhadap donor mengakibatkan banyaknya 

pasien yang rela membayar mahal untuk mendapatkan donor organ untuk 

dapat melakukan transplantasi. Hal ini juga menyebabkan banyak orang 

memanfaatkan kondisi ini untuk mencari keuntungan yang cukup besar 

dengan cara memperdagangkan organ tubuhnya sendiri ataupun organ tubuh 

orang lain. 

5. Faktor pengetahuan masyarakat yang terbatas, dimana masyarakat yang 

berpendidikan rendah memiliki keterampilan yang lebih sedikit dibandingkan 

masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan 

berkurangnya kesempatan kerja, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Dengan iming-iming menjadi kaya dengan cepat, 

orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu bisa dengan mudah direkrut 

dan menjadi korban perdagangan manusia (organ) melalui online. 

6. Faktor kurangnya pencatatan atau dokumentasi yang mencakup akta 

kelahiran atau akte kelahiran. Karena ini dilakukan dengan sangat minimal, 
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sangat mudah untuk memalsukan identitas Anda. Hingga saat ini, banyak 

orang tua yang tidak mencatatkan kelahiran anaknya di kantor catatan sipil. 

Hal ini dilakukan para orang tua karena menganggap pencatatan kelahiran 

anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu sebabnya negara tidak 

mendaftarkan anak-anak ini. Jika sewaktu-waktu mereka menjadi korban 

perdagangan manusia (organ) melalui online, sangat sulit bagi mereka untuk 

mendapatkan pertolongan dari pihak terdekat.  

7. Faktor terakhir adalah lemahnya aparat penegak hukum dan pihak terkait 

dalam melindungi diri terhadap kasus jual beli organ tubuh manusia melalui 

online. Sementara itu, para pelaku kasus perdagangan manusia bisa terus 

bergerak bebas tanpa pengawasan ketat aparat penegak hukum. Oleh karena 

itu, kasus perdagangan manusia (organ) terkesan legal dan tiktik terang dan 

solusinya tidak belum terlihat secara jelas.69  

Berbagai jenis kejahatan transnasional perlu ditangani secara kolektif 

dalam kerangka multilateral, seperti perdagangan organ manusia secara online 

atau kejahatan lingkungan hidup. Meskipun belum ada konsensus mengenai 

konsep dan definisi beberapa kejahatan tersebut, namun secara umum kejahatan 

tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Kejahatan perdagangan organ 

manusia yang semakin beragam dan meluas antar negara maupun secara online 

telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk 

 
69 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB 
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bekerja sama dalam memerangi kejahatan ini di tingkat bilateral, regional, dan 

nasional mengenai perdagangan jual beli organ tubuh manusia secara lebih luas.70 

Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan organ dibandingkan dengan 

jumlah pasienlah yang menciptakan kondisi yang menguntungkan dan 

menyuburkan praktek jual beli organ tubuh ilegal. Cara jual beli organ tubuh 

manusia sangat beragam, ada yang menjual organ karena kebutuhan ekonomi 

yang mendesak, ada yang melakukannya dengan cara menipu pendonor, ada yang 

melalui dokter ahli bedah sebagai perantara penjualan organ,dan juga beberapa 

kasus pembunuhan dengan tujuan untuk menjual korban dan kemudian 

menjualnya, dengan motif mencuri organ untuk diadopsi, ada juga yang 

memanfaatkan perdagangan manusia untuk mendorong anak-anak bekerja secara 

ilegal di luar negeri, meskipun mereka adalah bagian dari sindikat penjualan  

organ tubuh.71 

 Tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Hak atas tubuh dipandang sebagai bentuk tanggung jawab atas pemeliharaannya. 

Tanggung jawab terhadap tubuh dipandang perlu karena ketika nilai-nilai materi 

dan moral diterapkan, manusia sesungguhnya adalah ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna. Dengan demikian, konsep kepemilikan tubuh tidak bisa dijadikan 

pembenaran untuk dilakukannya tindakan penjualan organ.72 

 
70 Henny Nuraeny. 2020. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana 

Dan Pencegahannya”. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 286. 
71 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB. 
72 Angelika S, Michelle, Yohannes Firmansyah, Yana Sylvana, Hana Wijaya. 2020. 

“Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia”. Jurnal 

Medika Tama, Volume 2 Nomor 2, halaman 257. 
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Dengan tidak diterapkannya konsep hak atas tubuh sendiri dalam 

penjualan organ tubuh, maka dapat dikatakan bahwa pemberian organ tubuh 

secara pribadi untuk tujuan komersial sama terlarangnya dengan penjualan organ 

ilegal. Jadi, secara hukum, pelarangan penjualan organ tubuh merupakan larangan 

yang bersifat universal, dalam arti berlaku terhadap segala bentuk dan alasan apa 

pun yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh.73 

Penjualan organ tubuh manusia secara ilegal melalui online mempunyai 

aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan  kesejahteraan umum. Terlebih 

lagi, perdagangan manusia selalu disertai dengan berbagai tindakan ancaman dan 

kekerasan sehingga menimbulkan penderitaan bagi korbannya di kemudian hari, 

membawa dampak impotensi fisik (perempuan dan anak), psikologis dan 

ekonomi.74 

Dengan adanya praktik jual beli organ tubuh manusia melalui online 

dianggap sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, perlu 

dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya 

percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia. Meluas dari pengertian 

apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk 

kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai pelaku dalam 

perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan 

kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena 

perdagangan illegal organ tubuh manusia.75 

 
73 Ibid., halaman 258 
74 Ruslan Abdul Gani. Op.Cit., halaman 10 
75 Saptaning Ruju Paminto. 2017. “Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia 

Berdasarkan Hukum Positif”. Jurnal Wawasan yuridika, Volume 1 Nomor 2, halaman 186. 
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B. Penerapan Sanksi Pidana Kejahatan Jual Beli Organ Tubuh Manusia 

Melalui Online 

Berbicara tentang penerapan sanksi kejahatan pidana jual beli organ tubuh 

manusia melalui online yang dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tidak diatur secara langsung mengenai perdagangan organ tubuh manusia 

melalui online, tetapi mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui 

membahayakan nyawa dan jiwa. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang larangan, prosedur sanksi mengenai tindak kejahatan jual beli 

organ tubuh manusia melalui online yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan 

peraturan yang berlaku:  

1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

Dalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang 

sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui 

membahayakan nyawa atau kesehatan orang. Pasal 204 tersebut berbunyi : 

1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan 

barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, 

padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,  

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun. 

 

Jika melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 yang 

manyatakan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang 

berbahaya” yang tercantum pada delik formil. Sebuah tindakan yang 

menitikberatkan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang disebut 
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dengan Delik.76 Tindakan yang “mengakibatkan orang mati” terklasifikasi 

kedalam delik materiil dengan memfokuskan pada akibat yang tidak dikehendaki 

dan oleh Undang-Undang dapat diancam dengan pidana. Delik ini dianggap 

rampung jika akibat yang tidak diinginkan tersebut sudah terjadi. Unsur yang 

terkandung pada delik, baik unsur objektif maupun unsur subjektif dapat 

dijelaskan didalam garis besar bahwa, Unsur subjektif merupakan bentuk 

kealpaan maupun kesengajaan sedangkan pada unsur objektif mencakup tindakan 

manusia, salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah dengan adanya 

perbuatan melawan hukum serta dengan adanya situasi yang mendukung. 

Sedangkan dalam pasal 204 Ayat (2) mengandung unsur-unsur di dalamnya 

yakni:77 

a. Unsur subjektif: seseorang yang melakukan kesalahan.  

b. Unsur objektif: Barang siapa, Menawarkan, menjual, menyerahkan dan atau 

memberikan barang yang berbahaya, Menyebabkan orang meninggal, Dapat 

diancam atas pidana penjara maksimal atau paling lama 20 (dua puluh) 

tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Larangan terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia atau 

jaringan tubuh manusia sudah ada di Indonesia diberlakukan, yang terakhir dan 

lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. 

Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut diantaranya adalah Pasal 

64 ayat (1),(2), dan (3), 65 ayat (1),(2) dan (3), 67 ayat (1) dan (2), dan Pasal 192. 

 
76 Ibid., halaman 174-190 
77 Yesenia Ameralda Laki. Op.Cit., halaman 118-119. 
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Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada 

undang-undang ini. Adapun isi dan analisis pasal-pasal tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini berbunyi :  

1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat 

kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.  

2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk 

dikomersialkan.  

3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apapun. 

 

Berdasarkan Pasal 64 pada ayat 1 dan 2 telah dijelaskan sebelumnya di 

atas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan 

apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit 

hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, untuk saling tolong menolong 

satu sama lainnya dan tidak untuk dikomersilkan. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahkan perdagangan organ tubuh dilarang bahkan untuk walaupun 

organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan. 

Dan pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ atau 

jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192. 

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :  

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk 

itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  

(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus 

memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat 

persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.  
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(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga 

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan transplantasi 

organ serta perlunya informed consent dalam pelaksanaan transplantasi organ.78
 

Pasal 67 Undang-Undang ini berbunyi :  

1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.  

2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman 

spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal ini menjelaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan sangat penting. 

Hanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan memiliki 

kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau 

bagian organ tubuh. Oleh karena itu tidak semua tenaga kesehatan boleh 

melakukan operasi transplantasi organ tubuh mengingat amanat undang-undang 

bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli. 

Pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ 

tubuh manusia. Adapun bunyi Pasal 192 adalah sebagai berikut: 

"Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan 

tubuh dengan dalih apapun seperti tercantum dalam Pasal 64 ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."  

 

 
78 Triani Handayani. Op.Cit., halaman 97. 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan 

antara lain :  

a. Unsur subyektif Unsur subyektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja." 

b. Unsur obyektif Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ 

tubuh manusia.  

Berdasarkan unsur pasal tersebut, Pasal 192 dapat dikenakan kepada ‘siapa 

saja’ yang ‘dengan sengaja’ memperjualbelikan atau memperdagangkan organ 

atau jaringan tubuh, yang mana pada unsur kedua tidak terdapat keterangan bahwa 

yang diperjualbelikan adalah organ milik siapa. Dengan tidak dibubuhinya 

keterangan seperti itu dan sejenisnya, sehingga maksud dari memperjualbelikan 

organ atau jaringan tubuh itu adalah memperjualbelikan organ tubuh milik siapa 

saja, baik milik orang lain maupun milik sendiri, dengan persetujuan maupun 

tidak.  

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang 

Dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang terkait dengan 

masalah tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia melalui online 

terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau 

pemanfaatan organ dan atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan 

paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pengaturan dalam hal 

pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 yang berbunyi :  

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
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kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).  

2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang 

tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa rumusan kata 

“untuk tujuan” dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa pasal tersebut masuk 

dalam kategori delik formil. Delik formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan 

yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan 

akibat dari tindakan itu. Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pihak yang 

terlibat yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

serta penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan korban adalah 

orang yang berada di dalam posisi rentan dan terjerat utang.79 

Menurut pasal ini tindakan seseorang yang melakukan perekrutan, yang 

dilakukan oleh penghubung atau calo dengan cara mendekati keluarga calon 

korban terlebih dahulu, pendapat tersebut sesuai dengan Henny Nuraeny bahwa 

 
79 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Peranan Unit Layanan 

Perempuan Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 

11.00 WIB. 
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“Pada Umumnya perekrutan dilakukan oleh penghubung atau calo‟ mereka 

mendekati keluarga orang tua calon korban.”80 Pengaturan pada ayat dua pasal ini 

mengancam sebagai tindak pidana yang dapat menimbulkan akibat seseorang 

merasa tereksploitasi. Apabila dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang 

berakibat atau  membuat seseorang merasa tereksploitasi maka pelaku tindak 

pidana tersebut akan diancam pidana sama seperti pada ketentuan ayat satu. 

Terkait eksploitasi dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (7) berikut:  

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.” 

 Dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis 

tindakan yang tergolong ke dalam eksploitasi terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan mengenai larangan 

membawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia 

yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang 

pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi dan Pasal 6 mengatur 

tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan 

eksploitasi. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal 

tersebut.81 

 

 
80 Henny Nuraeny. Op.Cit., halaman 112.  
81 M.Zen Abdullah, Firmansyah. 2022. “Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual beli 

Organ Tubuh”. Legalitas Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 1, halaman 160 
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4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 

No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

walaupun telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, tetapi berkaitan dengan sanksi pidana masih berlaku 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  

Pelaku penjualan organ tubuh anak dapat dikenakan sanksi yang tercantum 

dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

menayatakan bahwa : 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

200.000.000 ( dua ratus juta rupiah). 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, unsur subjektif adalah secara 

melawan hukum, melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu 

perbuatan/tindakan kemudian unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh 

dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh, sanksi 

pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 

300.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang melakukan jual beli organ tubuh 

manusia. Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh sanksi pidana penjaranya 

10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
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Pada Pasal 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak berbunyi:  

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan 

tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan 

organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan 

anak atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek 

penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan 

yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua 

ratus juta rupiah). 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, dengan unsur subjektif adalah 

secara melawan hukum, melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu 

perbuatan atau tindakan kemudian unsur objektifnya adalah jual beli organ tubuh 

atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh, sanksi pidana 

penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.000 (dua 

ratus juta rupiah) yang melakukan jual beli organ tubuh manusia. Sedangkan bagi 

yang mengambil organ tubuh sanksi pidana penjaranya 10 tahun dan denda paling 

banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

Sanksi harus dilihat sebagai salah satu faktor terpenting ketika 

memandang hukum sebagai aturan dasar. Dalam perkembangan hukum pidana 

secara utuh, khususnya hukum khusus hukum pidana atau ketentuan di luar 

hukum pidana, terdapat kecenderungan yang menggunakan sanksi sebagai suatu 

sistem, artinya pidana pidana dan sanksi operasional diatur secara bersamaan.82 

Dapat juga dikatakan bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana berdasarkan hukum 

 
82 Swenly Kansil. 2019. “Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat melakukan Perbuatan Jual 

Beli Organ Atau Jaringan Tubuh Anak”. Lex Crimen, Volume 8 Nomor 4, halaman 128. 
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pidana, jika diingat bahwa larangan tersebut berlaku terhadap perbuatan tersebut 

(yaitu pada suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan 

seseorang), dan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menyebabkan 

kejadian tersebut. 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 

Ketentuan Undang-Undang Informasi  Transaksi Elektronik ini tidak 

hanya mengatur perseorangan namun juga korporasi sesuai Pasal 1 Pasal 21. 

Undnag- undang ini memiliki 19 (sembilan belas) ketentuan mengenai kegiatan 

yang dilarang dari Pasal 27-37 serta Pasal 45-51 tentang ancaman pidana. 

Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana pada undang-undang tersebut, 

berdasarkan rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, jelas 

bahwa asas kesalahan landasan teori sistem pertanggungjawaban pidana.83
 

Pasal-pasal yang ada didalam undang-undang tersebut juga tidak bisa 

diterapkan kepada pengiklan yang mengiklankan jual beli organ secara online atau 

tidak bisa menggunakan Undang-Undang ini. Dan aturan mengenai orang yang 

menawarkan bagian tubuh melalui media sosial (online) tidak dapat diikat oleh 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Hal 

ini dikarenakan pasal yang mengatur perbuatan terlarang dalam Undang-Undang 

ini yaitu Pasal 27-Pasal 37, tidak mengatur tentang iklan atau jual beli di media 

sosial. 

 
83 Ibid., halaman 99. 
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Namun, dalam hal pembuktiannya dapat digunakan, dikarenakan bukti 

elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 

(1) dan pasal 5 ayat (2). Dengana tegas pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa: 

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetakannya merupakan alat bukti yang sah.”  

  

 Dilanjutkan dengan Pasal 5 ayat (2) bahwa: 

  

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia.” 

 

Dalam pembuktian berupa bukti elektronik atau bukti digital yang 

diperoleh yang diakui sebagai bukti yang sah sesuai Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik namun bentuk-bentuk jual beli rogan tubuh ini ini 

sebagian besar ditinggalkan oleh rezim hukum pidana internasional dan sampai 

pada rezim hukum pidana domestik juga. Bahwa perbuatan menayangkan iklan 

penjualan organ tubuh melalui online dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebab 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yakni: unsur subjek, unsur aturan 

yang dilanggar, kesalahan atau pertanggungjawaban, unsur melawan hukum.84
 

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet 

(Over The Top) dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, selanjutnya disebut 

dalam surat edaran menteri komunikasi dan informatika, jelas informasi tentang 

media sosial melalui internet. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk 

memberikan pemahaman nyata kepada masyarakat, khususnya mereka yang 

 
84 Nella Elmata Lia. 2018. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku 

Penanyangan Penjualan Organ Ginjal Manusia Melalui Internet”. Jom:Fakultas Hukum, Volume 

5 Nomor 2, halaman 12.  
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bekerja di bidang over the top, agar memahami peraturan yang ada dan terus 

menaatinya. Saat mempromosikan bagian tubuh di media sosial facebook, aturan 

ini bisa diterapkan berdasarkan angka: 

5.1.1 yaitu: “Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa 

telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet 

yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan 

singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan 

(chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan 

pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta 

turunannya”. 

 

5.6.3 yaitu: “Larangan menyediakan layanan yang memiliki muatan yang 

berbunyi sebagai berikut “mendorong khalayak umum melakukan 

tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat 

manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, 

pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate 

speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.” 

Dalam hal ini mengiklankan organ tubuh merupakan hal yang dapat 

dikategorikan merendahkan harkat dan martabat manusia, berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa fenomena menawarkan dan atau jual beli organ 

tubuh ginjal melalui online dapat diterapkan pada Surat edaran menkominfo 

meskipun pada praktiknya surat edaran ini tidak memberikan sanksi pidana bagi 

pelaku yang menawarkan dan atau jual beli organ tubuh ginjal melalui media 

online.85 

Aturan-aturan dari surat edaran menkominfo tersebut merupakan peraturan 

yang tepat dikenakan pada orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh 

secara online. Aturan pada angka 5.6.3 mengenai larangan muatan yang memuat 

“…merendahkan harkat dan martabat manusia” sudah sangat tepat untuk 

 
85 Kevin Amasya. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Sosial Media 

Facebook”. IDJ, Volume 3 No 1, halaman 42. 
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diterapkan si pengiklan tersebut. Jika dipergunakan untuk pengiklan yang 

mengandung muatan penjualan organ tubuh secara online, baik yang dilakukan 

secara perorangan maupun secara korporasi, sudaah sangat tepat digunakan. 

Tetapi aturan pada surat edaran ini tidak dapat di memberikan sanksi pemidanaan. 

Untuk itu surat edaran menteri komunikasi dan informasi ini juga tidak dapat 

digunakan untuk menjerat pengiklan yang menjual organ tubuh manusia melalui 

online. 

Walaupun demikian apabila mengenai menawarkan jual beli organ tubuh 

manusia melalui online saja tetapi belum sampai terjadinya jual beli organ tubuh  

itu sudah merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, 

hal tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana. 

Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan 

mengenai deskripsi bentuk percobaan tersebut namun dijelaskan mengenai 

bentuk-bentuk percobaan yang dapat dihukum maupun tidak dapat dihukum, 

mengenai hal ini dapat dijelaskan tentang rumusan percobaan yang dapat dipidana 

yaitu yang tertuang dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana yang menjelaskan bahwa “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika 

niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 

selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 

sendiri”.86 

 Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi unsur-

unsur percobaan maka suatu tindakan harus didasari dengan niat atau kesengajaan, 

 
86 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB. 
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Hukum pidana telah membagi tiga macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai 

kepastian, kemungkinan serta sebagai maksud atau tujuan. Tindakan oleh pelaku 

yang mengindikasikan permulaan pelaksanaan ialah ketika pelaku mulai membuat 

dan atau membuka akun media sosialnya, lalu menawarkan organ tubuh manusia 

dengan membuat iklan di media sosial. Selanjutnya adalah unsur tidak selesainya 

pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.87 

Sehingga jual beli online organ tubuh manusia secara illegal merupakan 

tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, terutama 

moralitas dan hukum, khususnya penjualan organ tubuh manusia melalui online 

secara ilegal. Terlebih lagi, kita sebagai manusia merupakan individu yang 

menentukan nasib dari suatu masyarakat di masa yang akan datang.88 

C. Hambatan Dan Penanggulangan Proses Hukum Dalam Jual Beli Organ 

Tubuh Manusia Melalui Online 

Hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat 

dipengaruhi oleh kebisaan setempat, norma, nilai-nilai yang hidup pada 

masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, layak dikatakan sikap tindak seseorang 

terhadap orang lain merupakan suatu sarana komunikasi antarwarga masyarakat 

yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai 

kehidupan yang normatif. 

Dengan maraknya penjualan organ tubuh manusia melalui online ini 

semakin membuktikan adanya kesenjangan sosial di negeri ini. Sehingga 

membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

 
87 Kevin Amasya.Op.Cit., halaman 45. 
88 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik  Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB 



76 

 

 

Tentu ini semua akibat ekonomi bangsa yang semakin kacau sehingga memaksa 

rakyatnya menjual organ. Meskipun negara telah memperketat sanksi dengan 

meningkatkan hukuman dari dua sampai lima tahun perjara, orang-orang tak 

kunjung jera melakukannya. Bisnis ini dianggap menguntungkan untuk dan resiko 

tertangkapnya tidak besar. 

Memperhatikan secara spesifik tindak pidana jual beli organ tubuh 

manusia melalui online, tentu tidak mudah dalam penanganannya dibandingkan 

dengan tindak pidana biasa, oleh karena itu berbagai hambatan selalu muncul dari 

waktu ke waktu. 

Aiptu Budi Darmawan selaku Penyidik Unit Layanan Perempuan Dan 

Anak (PPA) Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (wawancara 14 Agustus 2023) 

mengatakan bahwa secara umum yang menjadi hambatan dalam upaya 

penanggulangan kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online antara 

lain: 

1. Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang, meraja lela 

dan terorganisir, guna mengelabui pihak kepolisian sehingga menyulitkan 

aparat dalam menangkap pelaku trafficking jual beli organ tubuh manusia 

melalui online. 

2. Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri 

yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus jual beli organ tubuh 

manusia melalui online, serta lemahnya mentalitas aparat penegak hukum 

mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak 
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hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses 

rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat 

dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta 

harapannya 

3. Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak oleh 

karena daya beli yang meningkat, hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa 

anak-anak masih bersih dari penyakit, terutama HIV/AIDS , sehingga inilah 

yang membuat sebagian orang tergiur pada bisnis ini. 

4. Kemajuan di bidang transportasi memudahkan pemindahan korban dari satu 

tempat ke tempat lain, baik antar wilayah maupun antar negara. 

5. Pekembangan zaman yang kian modern membuat bisnis kejahatan ini dapat 

dilakukan secara online oleh penjual dan pembeli secara simpel, praktis dan 

cepat. 

6. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan itu 

sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik dengan berbagai alasan 

seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, trauma, ingin cepat pulang ke 

kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut, 

memindahkan dan mengeksploitasi korban sehingga menyulitkan pelacakan 

bagi pihak kepolisian. 

7. Perlunya fungsionalisasi hukum pidana dalam pelaksanaan jual beli organ 

melalui online agar membuat hukum pidana difungsikan dengan cara 

memproses fakta-fakta perdagangan organ tubuh yang terjadi di lapangan. 
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Tindakan represif ini dimaksudkan agar tidak timbul efek jera dan merupakan 

tindakan preventif jangka panjang sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus 

perdagangan organ tubuh melalui online di masa mendatang. Perlu dipahami 

bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimatum remedium 

dan diberlakukan apabila pengendalian sosial belum efektif dilaksanakan. 

8. Kurangnya ketegasan dalam perumusan dan pelaksanaan hukum untuk 

mengurangi perdagangan organ tubuh melalui online. Dimana pada negara-

negara yang memiliki hukum yang tegas tentang perdagangan organ tubuh, 

tindak pidana sangat jarang terjadi namun apabila hal ini terjadi, tindakan 

hukum yang berlaku juga sifatnya tegas. Hal ini seharusnya menjadi suatu 

acuan bagi negara Indonesia yang sudah memiliki peraturan yang jelas 

mengenai perdagangan organ tubuh dan seharusnya bisa meminimalisasi 

kasus yang ada namun memang dalam penerapan peraturan oleh aparat 

penegak hukum memang masih sangat jauh dari yang semestinya. 

9. Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparatur 

pemerintah) khususnya aparat birokrasi di daerah masih belum memiliki 

kesadaran hukum yang tinggi maka hal ini kemudian menguntungkan para 

pelaku trafficking (jual beli organ tubuh manusia).89 

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya 

tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga 

ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang 

melakukan penanggulangan. Upaya penanggulangan maupun pencegahan agar 

 
89 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik  Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB 
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tidak ada lagi kerugian materil maupun moril yang dapat dilakukan terdapat 3 

teori, antara lain: 

1. Upaya Pre-emitif, yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini ialah upaya-

upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk dapat mencegah 

terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 

kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik 

sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski 

ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada 

niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak pidana. 

Dapat dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini 

sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga 

tenaga kerja baik prang dewasa pria,wanita dan anak secara ilegal dengan 

melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi 

(pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi per 

UndangUndangan yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di 

kalangan aparat penegak hukum, melalukan penyuluhan kepada tokoh agama 

ataupun tokoh masyarakat perihal pencegahan kejahatan jual beli organ tubuh 

manusia di lingkungan masyarakat, mendatangi sekolah dan melakukan 

sosialisasi, membangun sinergi kerjasama dengan lintas instansi untuk 

meningkatkan pengawasan terhadap potensi pengiriman korban perdagangan 

orang melalui jalur darat, laut, maupun udara. 

2. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan 
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lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik 

kembali, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang 

mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga meningkatkan kesadaran 

dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan 

tanggung jawab bersama. Bisa dilakukan dengan cara memutus atau 

memblokir semua jaringan perdagangan jual beli organ manusia melalui 

online baik dari sosial media ataupun yang diproleh dari lingkungan 

masyarakat, bisa dengan membentuk satgas Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, memperkuat mekanisme kontrol pengawasan terhadap kejahatan 

perdagangan organ tubuh agar terlaksana dengan baik, dapat dilakukan juga 

pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan 

lalu lintas perdagangan jual beli organ tubuh manusia melalui online seperti 

website, platform sosial media yang dicurigai mengundang unsur jual beli 

organ, juga pemantauan lintas melalui pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu 

gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi 

kapal atau perahu yang diduga membawa tenaga kerja dengan tujuan 

mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke 

kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara 

tujuan. 

3. Upaya Represif, ialah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan ini 

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa 
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perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum 

dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan oang lain 

juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya 

sangat berat. Sehingga untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan 

jual beli organ tubuh manusia melalui online, terkhusus di wilayah hukum 

Polres Tapsel, oleh Aiptu Budi Darmawan menanggapi tentang upaya 

represif, mengatakan bahwa melakukan kegiatan razia di tempat 

penampungan wanita dan anak, kawasan prostitusi, memeriksa website atau 

sosial media yang rancu kepada perdagangan organ tubuh, memeriksa tempat 

hiburan malam, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di 

daerah perairan atau pelabuhan dengan tujuan untuk menanggulangi serta 

menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai 

hukum yang berlaku. 

4. Rehabilitasi, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, keterampilan, 

perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja 

dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan 

organ tubuh baik orang dewasa, wanita ,dan anak-anak. Di samping itu, di 

beberapa Kantor Kepolisian Resor sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan 

Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya 

berada di kantor Polres dimana terkhsusus perempuan dan anak korban 

kejahatan perdagangan organ tubuh (termasuk korban perdagangan organ 

tubuh) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut 
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dengan aman kepada aparat kepolisian  yang empati, penuh pengertian dan 

profesional.90 

Adapun pihak-pihak yang bekerja sama dalam penanggulangan kejahatan 

jual beli organ tubuh melalui online diantaranya:91 

1. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

4. TNI 

5. LSM 

6. Pemerintah Daerah 

7. Tokoh-tokoh keagamaan organisasi kemasyarakatan 

8. Masyarakat setempat. 

Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif 

penyebab terjadinya kejahatan, serta upaya dalam menanggulangi kejahatan jual 

beli organ tubuh manusia melalui online guna meminimalisir terjadinya kejahatan 

jual beli organ tersebut dengan cara sebagai berikut92 : 

1. Upaya Penal  

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala 

tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih 

menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang 

 
90 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik  Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB 
91 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik  Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB 
92 Hasil wawancara dengan Aiptu Budi Darmawan Penyidik  Unit Layanan Perempuan 

Dan Anak (PPA)  Kepolisian Resor Tapanuli Selatan, Kamis 14 Agustus 2023, Pukul 11.00 WIB 
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dilakukandengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman 

bagi pelakunya. Upaya penal dikatakan sebagai upaya represif sebab merupakan 

suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh 

setelah terjadinya kejahatan. penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 

untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengn perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang melanggar hokum dan merugikan masyarakat, 

sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya 

mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.93 Upaya penal kebijakan 

penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke 

arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan 

melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum 

pidana yang paling baik untuk diterapkan. Komitmen negara sudah cukup jelas 

dalam menyikapi perlawanan terhadap kejahatan jual beli organ tubuh manusia, 

dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, terkait 

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 

2. Upaya Non Penal,  

Upaya pencegahan tindak pidana organ tubuh manusia dapat dilakukan 

melalui kebijakan non penal, dimana kebijakan non penal merupakan kebijakan 

yang lebih meninitik beratkan kedalam pencegahan sebelum suatu tindak pidana 

tersebut dilakukan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu 

 
93 Nurasriani Simatupang. Op.Cit., 250-251 
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memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai 

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia belum dapat mencakup dasar 

terjadinya perdagangan organ tubuh. Peraturan perundang-undangan yang ada 

tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penanggulangan kejahatan 

jual beli organ tubuh melalui online. Sehingga upaya dilakukan dengan adanya 

keterlibatan dari Badan Penegak Hukum kalau suatu undang-undang sudah 

berlaku dengan sah, maka perlu ditegakkan. Alat perlengkapan negara yang 

ditugaskan untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

Penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-

undang belaka. Dimana kalau ada indikasi jual-beli organ yang memang 

melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku dengan tegas.  

Ditambah dengan melakukan kerja sama dengan aparat penengak hukum 

dengan masyarakat dimana pada kejahatan ini, pihak kepolisian sangat 

membutuhkan peran masyarakat sendiri dalam menanggulangi tindak pidana jual 

beli organ tubuh manusia melalui online. Polisi kerap kesulitan menangani kasus 

seperti ini, sebab kurangnya respon masyarakat yang tidak cepat melaporkan 

kejahatan tersebut. Dan pihak kepolisian juga menggunakan pendekatan secara 

perseorangan dengan masyarakat, penyuluhan lebih mengedepankan di berbagai 

lokasi dan kalangan, dengan cara pendekatan kepada masyarakat di lokasi warung 

kopi, keramaian serta tempat tempat keagamaan, pendekatan secara perseorangan 

kepada masyarakat dapat dilakukan di manapun dan kapanpun sehingga 
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masyarakat dapat lebih memahami dan menangulangi kejahatan jual beli organ 

tubuh manusia melalui online. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Proses terjadinya kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui online 

dengan cara si pelaku kejahatan membuat promosi atau mengiklankan jual 

beli organ tubuh manusia dengan membuat perekrutan si pendonor organ 

tubuh dan mencantumkan harga setiap organ melalui website atau sosial 

media (facebook, twitter, dll), selanjutnya nantinya pelaku akan 

mengumpulkan dan menampung  korban disuatu tempat tersembunyi, lalu 

korban dibawa berangkat ke luar Negeri melalui jalur fast track dibantu oleh 

oknum petugas migran. Kemudian korban diobservasi dan bertemu dengan 

penerima Organ tubuh tersebut. Setelah dibuat kesepakatan, korban akan 

dipulangkan melalui jalur darat dengan membawa komisi dengan menjual 

organ tubuhnya. 

2. Penerapan sanksi pidana kejahatan jual beli organ tubuh manusia melalui 

online diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 192 

tentang kesehatan, pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 84,dan Pasal 85, 

selanjutnya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 
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Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 7 Dan Pasal 2, tetapi jika berkaitan 

dengan perdagangan jual beli organ tubuh yang melakukan, menawarkan dan 

melakukan promosi secara online, Undang- Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik  belum dapat dikesinambungkan dengan larangan perbuatan 

menawarkan organ tubuh melalui online, hal ini dikarenakan pasal yang 

mengatur perbuatan terlarang dalam undang-undang ini yaitu Pasal 27 s/d 

Pasal 37, tidak mengatur tentang iklan jual beli di media sosial. Namun, 

dalam hal pembuktiannya dikarenakan bukti elektronik memiliki kekuatan 

hukum yang sah, maka dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 5 Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Apabila mengenai menawarkan 

jual beli organ tubuh manusia melalui online saja, tetapi belum sampai 

terjadinya jual beli organ tubuh  itu sudah merupakan sebuah pelanggaran 

terhadap norma hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 

percobaan melakukan tindak pidana. Meskipun di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai deskripsi bentuk percobaan 

tersebut namun dijelaskan mengenai bentuk-bentuk percobaan yang dapat 

dihukum maupun tidak dapat dihukum, mengenai hal ini yang tertuang dalam 

Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3. Hambatan dalam proses hukum kejahatan jual beli organ tubuh manusia 

melalui online, yaitu antara lain sebab  

- Jaringan kriminal perdagangan orang yang semakin berkembang, meraja 

lela dan terorganisir,   
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- Masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) pihak kepolisian sendiri 

yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus jual beli organ 

tubuh manusia melalui online,  

- Permintaan pasar yang terus meningkat, kemajuan di bidang transportasi 

memudahkan pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain, sebab 

perkembangan zaman yang kian modern membuat bisnis kejahatan ini 

dapat dilakukan secara online oleh penjual dan pembeli secara simpel, 

praktis dan cepat,  

- Dikarenakan korban perdagangan itu sendiri tidak ingin kasusnya disidik 

dengan berbagai alasan seperti malu, butuh biaya lagi, berbelit-belit, 

trauma, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal 

agen yang merekrut, memindahkan dan mengeksploitasi korban, 

- Perlunya fungsionalisasi hukum pidana, kurangnya ketegasan dalam 

perumusan dan pelaksanaan hukum untuk mengurangi perdagangan organ 

tubuh melalui online, 

- Rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan aparatur 

pemerintah) tentang bahaya jual beli organ tubuh manusia melalui online. 

4.  Upaya penanggulangan dalam proses hukum kejahatan jual beli organ tubuh 

manusia melalui online dilakukan dengan berbagai sesuai dengan 

kompleksitas kejahatan itu sendiri meliputi : upaya pre-emtif, upaya 

preventif, dan upaya represif. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang 

diajukan penulis  adalah: 

1. Penerapan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang jual beli organ tubuh manusia melalui online belum 

dapat diterapkan secara maksimal oleh para aparat penegak hukum. 

Padahal, apabila para penegak hukum bersedia dengan sungguh-sungguh, 

maka akan banyak sekali kasus yang dijumpai. Walaupun banyak pula 

yang tidak terekspos ke media, namun banyak sekali penawaran tentang 

menjual organ tubuh di internet. Hal ini seharusnya dapat ditindaklanjuti 

oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan 

bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan menyusun sebuah peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perdagangan organ 

tubuh manusia melalui online dan mengenai mekanisme serta regulasinya. 

2. Mengenai aturan jual beli organ dilarang diperjualbelikan dengan dalih 

apapun bahkan ada penjatuhan sanksi pidananya, seharusnya ada aturan 

yang dapat menjerat para pengiklan organ tubuh melalui online juga. 

Dengan banyaknya situs web maupun platform di media sosial yang 

memuat iklan penjualan organ tubuh baik transnasional maupun nasional 

sendiri, pemerintah perlu memakai aturan yang tepat guna memberikan 

sanksi agar tindak kejahatan para pengiklan organ tubuh secara online 

berkurang sebab Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
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memerlukan pembaruan sebab berkaitan dengan pengiklanan jual beli 

organ tubuh melalui online. 

3. Dengan adanya penggulangan tersebut diharapkan kepada seluruh 

masyarakat agar lebih hati-hati dan teliti atas kejahatan jual beli organ 

tubuh manusia melalui online di Indonesia terebut, karena mengingat 

faktor terjadinya kejahatan perdagangan manusia adalah faktor manusia 

yang kurang sadar terhadap pentingnya menjaga martabat diri sendiri.
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